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“PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR PERSPEKTIF 

HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes)” 

 

ABSTRAK 

Chindy Indah Pratiwi 

NIM. 1617301055 

  

Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 

 
Perkembangan praktik perekonomi membentuk persepsi tertentu dalam 

masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi 

tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan. Terdapat banyak ragam kerjasama 

yang bisa dilakukan, seperti kerjasama dan tolong menolong yang telah 

membudaya di masyarakat yaitu praktik utang-pitang. Salah satu lembaga 

keuangan yang berkontribusi secara efektif meyalurkan pinjaman modal usaha 

adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Membina 

Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Praktik peminjaman modal di PNM 

Mekaar Cabang Salem menggunakan sistem tanggung renteng dengan persentase 

bunga, namun masyarakat di sana menyalahgunakan pinjaman tersebut, bukan 

untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar 

Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dalam prespektif hukum ekonomi syariah. 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data/informasi 

sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui metode 

wawancara dan data sekunder diambil dari rujukan kepustakaan berupa buku-

buku, hasil penelitian seperti jurnal; skripsi; dan sumber lain yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal di 

PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menggunakan sistem 

tanggung renteng. Dalam praktiknya sama dengan akad qard{ di dalam hukum 

Islam, namun terdapat skema bunga yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. 

Para nasabah tidak merasa terbebani dengan adanya bunga tersebut. Pihak PNM 

pun tidak keberatan jika dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumtif. Pandagan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan 

praktik meminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, 

karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman 

produktif bukan peminjaman konsumtif. Riba menurut  pandangan sebagian para 

ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan kadarnyapun terlalu tinggi. Oleh karena 

itu pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan. 
 

Kata Kunci: Pinjaman, Modal, Akad Qard{, PNM Mekaar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain. Sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain 

sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang 

berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan 

memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat  

hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Untuk mempertahankan hidupnya 

manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya, namun kebebasan 

tersebut tidak berlaku mutlak karena dibatasi oleh hak dan kewajiban manusia 

yang lain sehingga diperlukan saling toleransi agar tidak terjadi konflik.
1
  

Al-Qur‟an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

berkebenaran absolute bagi umat Islam dan sunnah Rasulullah saw. berfungsi 

menjelaskan kandungan al-Qur‟an. Terdapat banyak ayat al-Qur‟an dan Hadis 

Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, termasuk kegiatan 

ekonomi.
2

 Perkembangan ekonomi membentuk persepsi tertentu dalam 

masyarakat menyangkut penilaian terhadap ekonomi, sehingga kegiatan 

ekonomi tertentu dipandang baik bahkan dibutuhkan.
3
  

                                                           
1

 Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013, hlm. 380. 
2
 Muhammad Zuhri, Riba dalam al-Qur’an dan Masalah Perbankan (Jakarta Utara: PT 

Raja Grafindo Persada), 1996, hlm. 1. 
3
 Muhammad Zuhri, Riba, hlm. 5. 
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Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah-ubah, 

menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber 

pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut, 

seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal 

pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak 

mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah 

mencari pinjaman modal usaha. 

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan oleh 

masyarakat, diantaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah 

membudaya di masyarakat yaitu praktik pinjam meminjam atau utang 

piutang.  Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan 

individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang 

bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya.
4
 

Lembaga keuangan yang bermunculan saat ini pada dasarnya bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.
5
  

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka 

menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan 

menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan 

persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara 

efektif meyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional 

Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku 

                                                           
4
 Udin Saripudin, Sistem Tanggung, hlm. 380. 

5
 Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah (Yogyakarta: PSEI, 2003), 

hlm. 4. 
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usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera 

(PNM Mekaar).  

PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang 

diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para 

nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita 

dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
6
 Tanggung renteng dalam dunia 

perkreditan dapat diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam 

dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.
7
 Sistem tanggung renteng ini 

sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam 

penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar. 

Pembiayaan atau pinjaman dalam bentuk kredit yang dilakukan PMN 

Mekaar ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat kecil 

atau menengah ke bawah. Selain itu, masyarakat bisa lebih mudah melakukan 

pembiayaan di PNM Mekaar karena pembiayaan yang dikelola tidak 

menggunakan jaminan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada 

para nasabah. Program Mekaar dikhususkan kepada perempuan prasejahtera 

yang memiliki waktu dan keterampilan yang tidak termanfaatkan karena 

kekurangan modal.  

Pada mulanya nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang 

berisikan minimal 7 orang dan masing-masing kelompok memiliki 

perwakilan sebagai ketua kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) 

wajib dilaksanakan satu kali dalam seminggu, sebagai kegiatan untuk 

                                                           
6
 https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 

pukul 16.30 WIB. 
7
 Udin Saripudin, “Sistem Tanggung” , hlm. 386. 

https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar
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membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Seluruh anggota dalam 

satu kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif 

mingguan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir, maka angsurannya 

akan ditanggung oleh anggota kelompoknya. Karena ketika PKM setiap 

kelompok harus menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar dalam 

kelompok, lalu dibagi jumlah anggota yang sudah dikurangi satu orang 

karena berhalangan hadir tersebut.  

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan 

dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM 

Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat 

mampu melakukan produksi secara optimal.
8
 Pembiayaan modal tersebut 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, 

keperluan perdagangan, dan peningkatan utility of place dari suatu barang.
9
 

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah 

sebesar Rp 2.000.000,-. Dalam perjanjian pengembalian pinjaman kredit di 

PNM Mekaar yaitu menggunakan sistem bunga. Dengan ketentuan bunga 

sebesar 12,5% untuk angsuran dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga 

sebanyak 25% untuk angsuran yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 

50 minggu. Sistem bunga sudah membudaya di kalangan masyarakat 

Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang. 

                                                           
8
 https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 

pukul 16.30 WIB. 
9
 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hlm. 160. 

https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar
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Peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten 

Brebes sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Kita dapat dengan 

mudah menjumpai pengusaha UMKM di Kecamatan Salem seperti warung 

sembako, warung makanan, usaha pembuatan kripik, usaha pembuatan batik, 

dan usaha lainnya. Masyarakat lebih khususnya ibu-ibu prasejahtera disana 

melakukan pembiayaan dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, sehingga 

banyak masyarakat di Kecamatan Salem yang memilih berwirausaha dengan 

meminjam modal kepada PNM Mekaar. Selain meminjamkan modal PNM 

Mekar juga memberikan beberapa manfaat, yaitu meliputi peningkatam 

pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanapa agunan, penanaman budaya 

menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.
10

 

Namun, mayoritas masyarakat di sana menyalahgunakan pinjaman tersebut 

untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bukan untuk modal usaha 

melainkan untuk kebutuhan pribadi. 

Dalam hal ini penulis tertarik meneliti lebih mendalam terhadap 

pelaksanaan sistem peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salem. Maka 

berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah ini menjadi penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik 

Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”. 

 

                                                           
10

 https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 

pukul 16.30 WIB. 

https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar
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B. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan istilah-istilah yang 

digunakan dan meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atau 

pemahaman memaknai suatu makna dalam penelitian ini, maka penulis akan 

menjelaskan beberapa istilah, antara lain: 

1. Pinjaman 

Pinjaman yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminam yaitu saya 

mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan 

menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya 

jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang 

lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.
11

 

2. Modal 

Modal ditinjau dari aspek fisik berarti bahwa modal suatu 

perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa dilihat, disentuh dan 

digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.
12

 Secara 

umum modal adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan 

sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan membantu 

memproduksi barang lainnya yang dibutuhkan manusia dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan. 

3. Tanggung Renteng 

                                                           
11

 Murtadha Mutahhari, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 1995), hlm. 68. 
12

 Fitriyati Is, dkk, “Pengaruh Modal Fisik, Modal Finansial, dan Modal Intelektual 

Terhadap Kinerja Perusahaan”, Jurnal Ekonomi, Vol. 22, No. 3, September 2014, hlm. 50. 
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Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, 

menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain 

apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng 

berarti rangkaian, untaian. Tanggung renteng diartikan sebagai 

tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang 

yang dibuatnya.
13

 

4. Akad Al-qard}  

Akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ 

pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) 

dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
14

  

Al-qard} adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama 

memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan 

dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan 

persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.
15 

5. Bunga Bank 

Bunga bank merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau 

dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdasarkan 

kadar tertentu.
16

 

6. PNM Mekaar 

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) merupakan 

layanan permodalan berbasis kelompok yang di peruntukan bagi 

                                                           
13

 Udin Saripudin, “Sistem Tanggung” , hlm. 386. 
14

 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 72. 
15

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2019),  hlm. 274. 
16

 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 

2012), hlm. 234. 
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perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro,
17

 baik yang ingin 

memulai usaha maupun yang sudah mempunyai usaha. 

7. Hukum Ekonomi Syariah 

Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat 

oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi sari masyarakat 

yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan 

masyarakat saling berhadapan.
18

 

Sedangkan ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari 

aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam 

produksi, distribus, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang 

bersumber Al-Qur‟an dan As-Sunah serta ijma‟ para ulama dengan tujuan 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
19

 

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan 

peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar 

subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial 

dan tidak komersial berdasarkan al-Qur‟an dan Sunnah.
20

 

 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak pada uraian di atas maka secara rinci masalah penelitian ini 

diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

                                                           
17

 https://www.pnm.co.id/ diakses pada hari Minggu, 31 Mei 2020 pukul 16.20 WIB. 
18

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan 

Agama (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 5. 
19

 Abdul Manan, Hukum Ekonomi, hlm. 29. 
20

 Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang 

Tentang Perbankan Syariah”, Asy-Syari’ah, Vol.20 No. 2, Desember 2018, hlm. 147-148. 

https://www.pnm.co.id/
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1. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan 

Salem Kabupaten Brebes? 

2. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan 

Salem Kabupaten Brebes prespektif hukum ekonomi syariah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di 

Kecamatan Salem Kabupaten Brebes; 

2. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di 

Kecamatan Salem Kabupaten Brebes prespektif hukum ekonomi syariah. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, 

memperkuat serta menyempurnakan teori yang telah ada dan memberi 

kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Diharapkan 

pula dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai sumber acuan, 

bahan bacaan serta referensi bahan penelitian bagi pihak yang 

berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut dan dikembangkan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan ilmu kepada semua pihak yang terkait dan 

yang membutuhkannya, khususnya bagi penulis berkaitan dengan 
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praktik peminjaman modal di PNM Mekaar menurut perspektif hukum 

ekonomi syariah; 

b. Memberikan kontribusi yang berguna bagi pelaku bisnis dan 

masyarakat mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar 

menurut perspektif hukum ekonomi syariah. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori yang relevan 

dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan 

menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis 

mengambil beberapa sumber karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan 

rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang 

mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti.
21

 

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Lestari “Pengaruh PT. Permodalan 

Nasional Madani Medan Terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota 

Medan”. Nanda Lestari menyimpulkan bahwa pengaruh PT. Permodalan 

Nasional Madani Medan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan 

ada yang berpengaruh positif dan ada yang negatif dengan keseluruhan 

nasabah bergerak dalam usaha kecil di bidang kuliner. Jenis data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi untuk penelitian 

                                                           
21

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), 

hlm. 25. 
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ini adalah nasabah PT. Permodalan Nasional Madani kota Medan yang 

tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil.
22

 

Skripsi yang ditulis oleh Mardiana dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT Permodalan Nasional 

Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”. Mardiana menyimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih pembiayaan di PT 

Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu berdasarkan 

hasil penelitiannya terdapat tiga faktor yang menyebabkan masyarakat 

memilih pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang 

Kota Bengkulu yaitu faktor kebutuhan, Agama, dan faktor kelas sosial.
23

 

Skripsi yang ditulis oleh Restu Andriyani “Penyelesaian Wanprestasi 

Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa Agunan Menurut Hukum Islam (Studi 

Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)” 

Restu Andriyani menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi tentang 

pembiayaan pinjaman tanpa agunan yang terjadi di UPK Sejahtera, dalam 

programnya PNPM Mandiri perdesaan juga menyimpulkan bahwa UPK 

memberikan kelonggaran waktu/ perpanjangan jangka waktu pengangsuran 

tunggakan dengan Rescheduling.
24

 

                                                           
22

 Nanda Lestari, “Pengaruh PT. Permodalan Nasional Madani Medan Terhadap Usaha 

Mikro Kecil (UMK) di Kota Medan”, Skripsi tidak diterbitkan (Medan: Universitas Sumatera 

Utara, 2018). 
23

 Mardiana, “Faktor-Faktor Yang Meyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT 

Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Kota Bengkulu”, Skripsi tidak diterbitkan 

(Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019). 
24

 Restu Andriyani, “Penyelesaian Wanprestasi Tentang Pembiayaan Pinjaman Tanpa 

Agunan Menurut  Hkum Islam (Studi Kasus di UPK Sejahtera Kecamatan Punggelan Kabupaten 

Banjarnegara)”, Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019). 
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Skripsi yang ditulis oleh Nurita Halimah yang berjudul “Praktik 

Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus 

di Desa Karang Duren Kec. Sokaraja Kab. Banyumas)” menyimpulkan 

bahwa dalam praktik simpan pinjam tersebut yang mengelola dari orang-

perorangan dan dalam praktiknya simpan pinjam dana jimpitan di Desa 

Karang Duren tergolong dalam jenis Riba.
25

 

Jurnal yang di tulis oleh Udin Saripudin dengan judul “Sistem 

Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi Kasus di UPK 

Gerbang Emas Bandung)”. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana 

simpan pinjam atau utang piutang dengan sistem tanggung renteng dalam 

perspektif  ekonomi Islam. Udin  Saripudin menyimpulkan bahwa sistem 

tanggung renteng merupakan sikap saling menolong dan kerjasama diantara 

anggota kelompok. Sistem ini memiliki nilai luhur saling menolong dan 

kekeluargaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dengan 

ekonomi Islam.  

Karenanya, terlepas dari sistem pengembalian kredit yang ditetapkan 

dalam bentuk prosentase bunga, sistem tanggung renteng merupakan sebuah 

sistem yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Tinggal 

bagaimana mengganti sistem bunga dalam simpan pinjam program UEP-SPP 

PNPM ini dengan sistem yang sesuai syariah (bagi hasil).
26

 

                                                           
25

 Nurlita Halimah, “Praktik Simpan Pinjam Dana Jimpitan Dalam Prespektif Hukum 

Islam (Studi Kasus di Desa Karang Duren Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)”, Skripsi 

tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017). 
26

 Udin Saripudin, “Sitem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal 

Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013. 
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Berikut persamaan dan perbedaan beberapa karya ilmiah dengan 

skripsi penulis, antara lain: 

Nama Judul Persamaan Perbedaan 

Nanda Lestari, 

Program studi 

Ekonomi 

Pembangunan, 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

Universitas 

Sumatera 

Utara 

Pengaruh PT. 

Permodalan 

Nasional 

Madani Medan 

Terhadap Usaha 

Mikro Kecil 

(UMK) di Kota 

Medan 

Sama-sama 

membahas 

tentang PT.  

Permodalan 

Nasional Madani 

(PNM) 

Penelitian Nanda 

Lestari 

menjelaskan 

tentang pengaruh 

PT. PNM terhadap 

UMK, sedangkan 

skripsi ini tentang 

praktik 

peminjaman modal 

di PNM Mekaar 

Mardiana, 

Program studi 

Perbankan 

Syariah, 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis Islam 

IAIN 

Bengkulu 

Faktor-Faktor 

Yang 

Meyebabkan 

Masyarakat 

Memilih 

Pembiayaan di 

PT Permodalan 

Nasional 

Madani 

(Persero) 

Sama-sama 

membahas 

tentang PT.  

Permodalan 

Nasional Madani 

(PNM) 

Penelitian 

Mardiana 

menjelaskan 

tentang faktor yang 

menyebabkan 

masyarakat 

memilih 

pembiayaan di PT. 

PNM, sedangkan 

skripsi ini tentang 
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Cabang Kota 

Bengkulu 

praktik 

peminjaman modal 

di PNM Mekaar 

Restu 

Andriyani, 

Program studi 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah, 

Fakultas 

Syariah IAIN 

Purwokerto 

Penyelesaian 

Wanprestasi 

Tentang 

Pembiayaan 

Pinjaman Tanpa 

Agunan 

Menurut Hukum 

Islam (Studi 

Kasus di UPK 

Sejahtera  

Kecamatan 

Punggelan 

Kabupaten 

Banjarnegara) 

Sama-sama 

membahas 

tentang 

peminjaman 

modal tanpa 

agunan/ jaminan 

dan dilakukan 

dengan cara 

membentuk 

kelompok serta 

memiliki ketua 

kelompok 

Penelitian Restu 

Andriyani 

menjelaskan 

tentang 

penyelesaian 

wanprestasi 

pembiayaan 

pinjaman tanpa 

agunan menurut 

hukum Islam, 

sedangkan skripsi 

ini tentang praktik 

peminjaman modal 

di PNM Mekaaar 

Nurita 

Halimah, 

Program studi 

Hukum 

Ekonomi 

Syariah, 

Praktik Simpan 

Pinjam Dana 

Jimpitan Dalam 

Prespektif 

Hukum Islam 

(Studi Kasus di 

Sama-sama 

membahas 

tentang praktik 

pinjaman 

dana/modal 

Penelitian Nurita 

Halimah 

menjelaskan 

tentang praktik 

simpan pinjam 

dana jimpitan 
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Fakultas 

Syariah IAIN 

Purwokerto 

Desa Karang 

Duren Kec. 

Sokaraja Kab. 

Banyumas) 

perspektif hukum 

Islam, sedangkan 

skripsi ini tentang 

praktik 

peminjaman modal 

di PNM Mekaar 

Jurnal yang 

ditulis oleh 

Udin 

Saripudin 

Sistem 

Tanggung 

Renteng dalam 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

(studi Kasus di 

UPK Gerbang 

Emas Bandung) 

Sama-sama 

membahas 

tentang praktik 

simpan pinjam 

dengan sistem 

berkelompok 

Jurnal yang ditulis 

Udin Saripudin 

menjelaskan 

tentang sistem 

tanggung renteng 

dalam Program 

PNPM perspektif 

ekonomi Islam, 

sedangkan skripsi 

ini tentang praktik 

peminjaman modal 

di PNM Mekaar 

Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah 

Sedangkan dalam proposal skripsi ini, penulis akan menerangkan 

mengenai praktik peminjaman modal pada PNM Mekaar di Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini 



16 

 

 

 

praktik peminjaman modal untuk berwirausaha yang ada di PT PNM Mekaar 

tersebut berbeda dengan teori yang dipelajari dalam teori prinsip syariah. Dari 

pembahasan kajian pustaka yang ada setelah penulis amati dan menulusurinya 

sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai praktik 

peminjaman modal pada PT PNM Mekaar tersebut belum ada. 

 

G. Kerangka Teori 

Istilah modal (capital) dalam ilmu ekonomi merupakan konsep 

dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks 

penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Modal ditinjau dari aspek 

fisik berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa 

dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional 

perusahaan.
27

  

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis dan 

perusahaan, baik dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil 

membutukan modal untuk menjalankan bisnisnya. Dengan kata lain modal 

adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis yang umumnya 

berbentuk dana atau uang. Dengan uang tersebut, maka bisnis bisa bejalan 

dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasaran bagi 

sebuah perusahaan. 

Pengertian pembiayaan menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 

1998 jo. UU N.O 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan adalah 

penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

                                                           
27

 Fitriyati Is, dkk, “Pengaruh Modal”, hlm. 50. 
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persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan 

bahwa tanggung renteng yaitu: 

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung 

renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam 

perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk 

menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang 

dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang 

meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di 

antara beberapa orang berpiutang tadi.”
28

 

Al-qard} (utang) menurut bahasa ialah „potongan‟, sedang menurut 

syar‟i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, 

kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, 

orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai 

bantuan, “Pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan atau hewan 

hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan  kepadamu pada 

waktunya”. Orang yang dimintai pinjaman pun memberikan pinjaman uang 

kepada orang tersebut.
29

  

Al-qard} merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain 

dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam masalah ini, 

dikatakan qard} karena orang memotong sebagian, artinya di pinjamkan 

kepada orang lain.
 
 Pembiayaan al-qard} dipergunakan untuk membantu 

                                                           
28

 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2014), hlm. 330-331. 
29

 Ismail Nawawi, Fikih Mualmalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012),  hlm. 177. 
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keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut 

dapat diambil dari modal. Selain itu juga diperlukan untuk membentuk usaha 

kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan 

sedekah.
30

 Utang piutang sudah lazim dilakukan di lingkungan masayarakat, 

baik antar perorangan maupun melalui Lembaga Keuangan.  

Rukun dan Syarat al-qard: 

1. Rukun al-qard} 

a. Pemilik barang (muqrid}) 

b. Yang mendapat barang atau peminjam (muqtarid}) 

c. Serah terima (ijab qobul) 

d. Barang yang dipinjamkan (qard}) 

2. Syarat al-qard} 

a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau 

jumlahnya; 

b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan; 

c. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa 

dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya. 

Interest atau bunga merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau 

dibayarkan akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdaasrkan kadar 

tertentu. Menurut Smith, bunga merupakan kelebihan yang diberikan kepada 

si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin 

diperolehnya dari penggunaan uang tersebut. Ia merupakan kompensasi bagi 

                                                           
30

 Mardani, Fiqh Ekonomi, hlm. 337. 



19 

 

 

 

seseorang yang semata-mata menahan dirinya dari menggunakan modalnya 

sekarang dan membiarkan modal itu untuk digunakan oleh pihak lain untuk 

tujuan produktif.
31

 

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan sebuah 

lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100% dipegang oleh pemerintah. 

PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 

tanggal 29 Mei 1999 yang kemudian di sahkan oleh peraturan Menteri 

Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian 

PNM kemudian dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI No. 

487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai 

BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuidiitas Bank 

Indonesia (KLBI).
32

 

Tugas utama PT. PNM adalah memberikan solusi pembiayaan pada 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan masyarakat yang berkeinginan untuk 

memulai usaha. Sebelumnya, PNM menyalurkan pembiayaan ke UMKMK 

secara tidaklangsung atau melalui bank-bank maupun BPR/S. Pada tahun 

2008 PNM melakukan transformasi bisnis berupa penyaluran pembiayaan 

secara langsung ke UMKMK dengan mendirikanULaMM (Unit Layanan 

Modal Mikro). Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, PNM 

meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku 
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usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera 

(PNM Mekaar).
33

 

PNM Mekaar hadir dilandasi pemikiran bahwa bantuan sosial tidak 

membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. PNM Mekaar 

percaya bahwa perempuan prasejahtera memiliki waktu dan keterampilan 

yang dapat dioptimalkan, sehingga pendapatannya memiliki dampak yang 

besar terhadap kesejahteraan keluarganya.  

Sumber pembiayaan yang disalurkan PNM Mekaar berasal dari modal 

pemerintah, sehingga kini dalam penjajakan untuk memperoleh pinjaman 

berasal dari dalam dan luar negeri. Dengan dukungan Pemerintah dan seluruh 

masyarakat Indonesia, PT. PNM Mekaar dikelola dengan prinsip-prinsip 

profesionalisme, transparansi, dan good corporate governance agar siap 

melangkah memasuki era Indonesia baru serta menuju masyarakat madani 

yang dicita-citakan. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam 

penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab yang di dalamnya 

memuat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab kedua membahas mengenai aspek hukum pinjaman modal dalam 

ekonomi syariah, antara lain: yang pertama membahas tentang modal usaha. 

Kedua, membahas mengenai pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, dan sifat 

dasar pinjaman. Ketiga, meguraikan tentang sistem tanggung renteng. 

Keempat, pembiayaan dalam ekonomi syariah, yang terdiri dari pengertian 

pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan. Kelima, 

tentang akad al-qard} (utang piutang), yang menjelaskan pengertian, dasar 

hukum, rukun dan syarat, hukum, dan manfaat dalam al-qard}, serta tata krama 

dalam berutang. Terakhir menguraikan tentang riba yang meliputi pengertian 

riba, riba dalam pandangan Islam, macam-macam riba, dan riba pada bunga 

bank.  

Bab ketiga memuat tentang metode penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian penulis, yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data,metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi penulis 

mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar menurut Hukum 

Ekonomi Syariah. Pertama, menguraikan gambaran umum Kecamatan Salem 

dan Profil PNM Mekaar Cabang Salem yang memuat sejarah PNM Mekaar, 

produk-produk/pembiayaan yang di tawarkan, dan struktur organisasinya. 

Kedua, praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem 
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Kabupaten Brebes. Dan ketiga, analisis praktik peminjaman modal di PNM 

Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes perspektif Hukum Ekonomi 

Syariah.Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran yang diberikan penulis.  
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BAB II 

ASPEK HUKUM PINJAMAN MODAL DALAM EKONOMI SYARIAH 

 

A. Modal Usaha 

Istilah modal (capital) dalam ilmu ekonomi merupakan konsep 

dengan pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari konteks 

penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Modal ditinjau dari aspek 

fisik berarti bahwa modal suatu perusahaan adalah segala sesuatu yang bisa 

dilihat, disentuh dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional 

perusahaan.
34

 

Dalam istilah lain, modal ialah dana yang diserahkan pemilik (owner). 

Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang diperoleh 

pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha, 

yang biasa dikenali dengan dividen. Dana modal bisa digunakan untuk 

pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara 

langsung tidak menghasilkan (fixed asset/ non earning asset).
35

  

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan  sebagai 

sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net 

worth) yaitu selisih antara nilai buku  dari aktiva dikurangi dengan nilai buku 

dari kewajiban (liabilities).
36

 

                                                           
34

 Fitriyati Is, dkk, “Pengaruh Modal”, hlm. 50. 
35

 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 

2012), hlm. 107. 
36

 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 102. 
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Modal merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis dan 

perusahaan, baik dari bisnis yang besar maupun bisnis yang kecil 

membutukan modal untuk menjalankan bisnisnya. Dengan kata lain modal 

adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan bisnis yang umumnya 

berbentuk dana atau uang. Dengan uang tersebut, maka bisnis bisa bejalan 

dengan lancar untuk mendukung proses produksi hingga pemasaran bagi 

sebuah perusahaan. 

Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. 

Oleh karena itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas 

usaha yang didirikan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi  

perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan. Sumber modal usaha 

dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan 

baik bank maupun non bank.
37

 

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pribadi pelaku 

usaha/pengusaha itu sendiri. Sedangkan modal pinjaman adalah sejumlah 

uang atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar dana pribadi, 

atas dasar perjanjian hutang antara pelaku usaha dan pihak yang bersangkutan 

baik lembaga keuangan maupun perorangan.  

Pinjaman atau kredit tersebut digunakan sebagai tambahan modal bagi 

pelaku usaha, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan atau 

diangsur dengan disertai bunga jika pinjaman itu berasal dari lembaga 

keuangan konvensional. Modal dari pinjaman menurut Antonio, dalam 

                                                           
37

 Endang Purwanti, “Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, strategi 

Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga”, Among 
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pandangan syariah, modal seperti itu termasuk dalam kategori qard}, yaitu 

pinjaman harta yang bisa diminta kembali. Dalam literatur fiqh Salaf as}-

S}a>lih, qard} dikategorikan dalam „aqd tatawwu‟ atau akad saling membantu 

dan bukan transaksi komersial.
38

 

Para konsultan bisnis pada umumnya membagi pengertian modal 

termasuk modal usaha kecil menjadi dua, yaitu modal tangible dan modal 

intangible. Modal tangible adalah modal yang berwujud secara nyata, baik 

dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Modal 

intangible adalah modal yang tidak berwujud nyata, contohnya seperti ide-ide 

kreatif.
39

 

Secara keseluruhan modal usaha dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Modal investasi, yaitu jenis modal usaha yang harus dikeluarkan yang 

biasanya dipakai dalam jangka panjang. Modal usaha untuk investasi 

nilainya cukup besar karena digunakan untuk jangka panjang, namun 

modal investasi akan menyusut dari tahun ke tahun, bahkan bisa dari bulan 

ke bulan; 

2. Modal kerja, yaitu modal usaha yang harus dikeluarkan untuk membuat 

atau membeli barang dagangan. Modal kerja ini dapat dikeluarkan setiap 

bulan atau pada waktu-waktu tertentu; 
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3. Modal operasional, yaitu modal usaha yang harus dikeluarkan untuk 

membayar biaya operasi bulanan, misalnya pembayaran biaya gaji 

pegawai, listrik, dan sebagainya.
40

 

 

B. Pinjaman Kredit 

1. Pengertian Pinjaman Kredit 

Pinjaman yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminam yaitu saya 

mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan 

menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya 

jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang 

lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.
41

 

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yakni “credere” yang 

berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau badan usaha diberikan 

pinjaman, diyakini dapat mengembalikannya, karena orang atau badan 

usaha percaya bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan.
42

 Dana 

yang diperoleh bank dalam simpanan disalurkan kembali dalam bentuk 

kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank akan memperoleh 

keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. 

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-menminjam 
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antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan kredit adalah sesuatu yang 

dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-

meminjam. Misalnya seseorang membeli mobil ke sebuah dealer dengan 

uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama 

sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Kredit bisa pula terjadi 

pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian 

pinjaman tersebut dibayar secara berangsur-angsur, ada yang dibayar 

setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali dalam 

sebulan.
43

 

2. Nisbah Pinjaman 

Sulit sekali ditetapkan keuntungan kredit-kredit yang berjangka 

amat pendek yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas usaha 

penawaran atas pinjaman-pinjaman jangka pendek ke dunia usaha. Dalam 

sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergantung 

pada volume investasi jangka panjang dan meluasnya kredit perdagangan 

(kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lainnya) 

sangat dominan. Kredit yang dibutuhkan dalam jangka waktu satu minggu 

atau satu bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro. Ini dapat 

dilaksanakan oleh bank sentral yang kemudian akan meyakinkan suatu 
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penawaran yang seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali 

dan nisbah pinjaman. 

Tugas mengalokasikan dana yang dapat dipinjamkan di tingkat 

mikro ini kemudian dilaksanakan oleh bank masing-masing dengan 

kriteria sebagai berikut: 

a. Kebutuhan perusahaan akan kedit tertentu; 

b. Prioritas sosial yang diberikan pada perusahaan yang bersangkutan; 

c. Jenis jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut; 

d. Apakah pencari kredit juga memperoleh pinjaman-pinjaman jangka 

panjang dari bank untuk perusahaan yang sama; 

e. Rata-rata tahunan, bulanan, atau mingguan dari saldo rekening giro 

pemohon pada bank yang sama. 

Dalam kasus pinjam-meminjam harus dijamin adanya pelunasan 

yang pada akhirnya ditangani oleh negara. Jika yang meminjam benar-

benar tidak mampu membayar, maka pelunasan juga dapat diambil dari 

dana yang terhimpundari zakat. Pola asuransi yang lengkap juga dapat 

menjaminnya.
44

 

3. Bentuk Pinjaman  

Pinjaman atau utang dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: 

a. Pinjaman yang tifak menghasilkan (unproductive debt), yaitu pinjaman 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 
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b. Pinjaman yang membawa hasil (income producing debt), yaitu 

pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.
45

 

Sedangkan, dalam Islam bentuk pinjaman ada dua jenis, antara 

lain:
46

 

a. Al-ariyah, yaitu berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan  

pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak 

pemilikan terhadap objek yang di pinjamkan masih kekal pada pemberi 

pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap segala 

kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang; 

b. Al-qard}, adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang 

boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau 

bilangan (Fungible Commodities). Si pengutang bertanggungjawab 

untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang 

diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang 

dipinjamkan.  

 

C. Sistem Tanggung Renteng 

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, 

menjamin, menyataknan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila 

orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti 

rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggumg renteng dapat 

diartikan sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya 
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atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum 

menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan 

sebagainya. Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama 

setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-

sama jika terdapat suatu masalah.
47

 

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan 

bahwa tanggung renteng yaitu: 

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung 

renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam 

perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk 

menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang 

dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang 

meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di 

antara beberapa orang berpiutang tadi.”
48

 

Tanggung renteng diwujudkan dalam bentuk gotong royong antar 

sesama anggota yang kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. 

Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara 

anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar 

keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi apabila ada slah satu 

anggota kelompok yang menyimpang maka akan ditanggung oleh semua 

anggota kelompok. Dalam perkembangannya tanggung renteng ini terus 

mengalami perbaikan-perbaikan tidak hanya berupa komitmen saja, tapi harus 
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pula dibuktikan dengan adanya berbagai macam simpanan seperti simpanan 

wajib, simpanan pokok serta simpanan sukarela.
49

 

Suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi 

antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas 

kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh 

utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan 

orang yang berutang, meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan 

dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi. Sistem tanggung renteng 

merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercyaan serta merupakan rasa 

setia kawan antar anggota kelompok. Nilai-nilai yang erkandung dalam 

sistem tanggung renteng, yaitu sebagai berikut: 

1. Kekeluargaan dan gotong royong; 

2. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat; 

3. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya 

diri kepada anggota; 

4. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.
50

 

Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh 

kekompakan kelompok dan kepercayaan diri pihak luar kepada para anggota. 

Pelaksanaan siem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, 

karena sistem ini akan berjalan efektif jika diterapkan dalam satu kelompok 

yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung 
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renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

1. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki 

solidaritas kebanggaan kelomppok dan telah teruji untuk jangka waktu 

yang cukup lama; 

2. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, 

berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah 

disepakati; 

3. Anggota-anggota kelomppok memperoleh pinjaman yang relatif sama 

besarnya; 

4. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah 

tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta 

sebagaimana disyaratkan; 

5. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang 

memadai; 

6. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia 

memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang 

membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan; 

7. Para anggota bersedia menjamin harta pribadinyasebagai agunan; 

8. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama 

lain.
51
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D. Pembiayaan dalam Ekonomi Syariah 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.
52

 

Pembiayaan merupakan aktivitas bank dalam menyalurkan dana 

kepada pihak lain selain bank. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan 

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada 

pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana 

dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima 

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga 

penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan 

yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan dalam akad pembiayaan.
53

 

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva 

produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 5/7/PBI/2003 adalah penanaman dana bank syariah baik 

dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, 

qard}, surat berharga syariah, penempatan penyertaan modal, penyertaan 
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modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif 

serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, 

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.  

Menurut Danupranata, pembiayaan adalah pemberian fasilitaas 

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong 

mengalami kekurangan dana, pembiayaan produktif adalah jenis 

pembiayaan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan 

maupun investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat 

dipakai untuk memenuhi kebutuhan.
54

  

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena 

bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional 

dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. 

Sifat pembiayaan bukan merupakan utang-piutang, tetapi merupakan 

investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. 

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan 

kredit yang diberikan oleh bank konvenional. Dalam perbankan syariah, 

return  atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam 
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bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.
55

 Di 

dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak 

pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan 

yaitu sesuai dengan hukum Islam. 

2. Unsur-Unsur Pembiayaan 

a. Bank syariah, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan 

kepada pihak lain yang membutuhkan dana; 

b. Mitra usaha/ partner, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan 

dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank 

syariah; 

c. Kepercayaan (trust), bank syariah memberikan kepercayaan kepada 

pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi 

kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan 

jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan 

pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan 

keprcayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima 

pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya; 

d. Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang 

dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra; 

e. Risiko, setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah 

selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan 
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merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang 

disalurkan tidak dapat kembali;
56

 

f. Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah 

untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank 

syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka 

waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka 

menengah meupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan 

pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang 

adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 

tiga tahun;  

g. Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank 

syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad 

yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
57

 

3. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu: 

a. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk: 

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat 

akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat 

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan 

taraf ekonominya; 
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2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk membangun 

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat 

diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang 

surplus dana menyalurkan dana kepada pihak minus dana sehingga 

dapat tergulirkan; 

3) Meningkatkan produktifitas, artinya pembiayaan memberikan 

peluang bagi masyarakat/ pengusaha mampu meningkatkan daya 

produksinya. Sebab upaya produksi tidak dapat berjalan tanpa 

adanya dana; 

4) Membuka lapangan baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha 

tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau 

membuka lapangan kerja baru; 

5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif 

mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh 

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari 

pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka akan terjadi distribusi 

pendapatan.
58

 

b. Secara mikro, pembiayaan diberikan daam rangka untuk: 

1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk 
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menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana 

yang cukup; 

2) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba makasimal, maka pengusaha harus 

mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko 

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan 

pembiayaan; 

3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi 

dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya 

alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika 

sumber daya alam dan sumber manusianya ada tetapi sumber daya 

modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan 

demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna 

sumber daya ekonomi; 

4) Penyaluran kelebihan dana, artinya mekanisme pembiayaan dapat 

menjadi jembatam dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan 

dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang 

kekurangan (minus) dana.
59

 

4. Jenis-jenis Pembiayaan 

Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: 

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan, dibagi menjadi tiga jenis 

yaitu: 
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1) Pembiayaan investasi, diberikan oleh bank syariah kepada nasabah 

untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai 

nilai ekonomis llebih dari satu tahun; 

2) Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk memenuhi kebuthan 

dalam satu siklus usaha, dan diberikan dalam jangka pendek yaitu 

selama-lamanya satu tahun; 

3) Pembiayaan konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli 

barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan 

usaha.
60

 

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya 

1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang diberikan dengan 

jangka waktu maksimal satu tahun. pembiayaan jangka pendek 

biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja 

perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan 

pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah; 

2) Pembiayaan jangka menengah, diberikan dengan jangka waktu 

antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan 

kan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi; 

3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang jangka waktunya 

lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan 

dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian 

gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang 
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nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, 

misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.
61

 

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha 

1) Sektor industri, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang 

bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah 

bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu 

barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.  

beberapa contoh sektor industri antara lain: industri elektronik, 

pertambangan kimia dan tekstil. 

2) Sektor perdagangan, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha 

yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik pedagang kecil,  

menengah, dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk 

memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya 

untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar; 

3) Sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan, 

pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor 

pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan; 

4) Sektor jasa, beberapa sektor jasa yang dapat diberikan kredit oleh 

bank antara lain: jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, 

dan jasa lainnya. Misalnya pembiayaan untuk profesi pengacara,  

dokter,  insinyur,  dan akuntan; 
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5) Sektor perumahan, pada umumnya diberikan dalam bentuk 

pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan 

rumah. Cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari rumah yang 

telah terjual.
62

 

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan 

1.  Pembiayaan dengan jaminan, merupakan jenis pembiayaan yang 

didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau 

jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda 

berwujud,  dan benda tidak berwujud. 

a) Jaminan perorangan, merupakan jenis pembiayaan yang didukung 

dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang 

bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi 

dari pihak nasabah; 

b) Jaminan benda berwujud merupakan jaminan kebenaran yang 

terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak, misalnya 

kendaraan bermotor, mesin dan peralatan, inventaris kantor, dan 

barang dagangan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak 

antara lain, tanah dan gedung yang berdiri di atas tanah atau 

sebidang tanah tanpa gedung, dan kapal api dengan ukuran 20 

meter.  

c) Jaminan benda tidak berwujud, beberapa jenis jaminan yang 

dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud Jaminan 
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benda tidak berwujud antara lain promes, obligasi, saham dan 

surat berharga lainnya. Barang-barang tidak berwujud dapat diikat 

dengan cara pemindahtanganan.
63

  

2. Pembiayaan tanpa jaminan, pembiayaan ini diberikan oleh bank 

syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini 

risikonya tinggi karena  tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank 

syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal ini nasabah tidak 

mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran 

ke-2 yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank 

tidak memiliki sumber pelunasan ke-2 karena bank tidak memiliki 

jaminan yang dapat dijual.
64

 

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya 

1) Pembiayaan retail, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada 

individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Jumlah 

pembiayaan yang dapat diberikan hingga Rp350.000.000,-  

pembiayaan ini dapat diberikan dengan tujuan konsumsi,  investasi 

kecil,  dan pembiayaan modal kerja. 

2) Pembiayaan menengah, pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha 

pada level menengah dengan batasan antara Rp 350.000.000,-  

hingga Rp 5.000.000.000,-. 

3) Pembiayaan korporasi, merupakan pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan 
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diperuntukkan kepada nasabah besar ( korporasi).  Misalnya,  jumlah 

pembiayaan lebih dari Rp 5.000.000.000,-  dikelompokkan dalam 

pembiayaan korporasi. Dalam praktiknya, setiap bank 

mengelompokkan pembiayaan korporasi sesuai dengan skala bank 

masing-masing, sehingga tidak ada ukuran yang jelas tentang 

batasan minimal pembiayaan korporasi.
65

 

 

E. Akad Al-qard} (Utang Piutang) 

1. Pengertian Akad Al-qard} 

Kata “akad” berasal dari bahasa arab al-‘uqdu dalam bentuk jamak 

disebut al-‘uqu>d yang berarti ikatan atau simpul tali.
66

 Secara linguistik, 

akad memiliki makna “ar-rabt}u” yang berarti menghubungkan atau 

mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti yang 

luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.
67

  

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 

tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 

seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti 

jual beli, sewa wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan 

antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul 

(pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan 

dan berpengaruh pada sesuatu.
68
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 Nomor 1. 

yang dimaksud akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua 

pihak atau lebih untk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan 

hukum tertentu. 

Secara harafiah, al-qard} berarti bagian, bagian harta yang diberikan 

kepada orang lain. Secara istilah, al-qard} merupakan akad peminjaman 

harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.
69

 Al-

qard} juga didefinisikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang 

dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan 

tanpa mengharapkan imbalan.
70

  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 Nomor 37, 

qard} adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah 

dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu 

tertentu.
71

 

Firdaus mengemukakan, pinjaman (qard}) adalah pemberian harta 

kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur 

fikih, qard} dikategorikan dalam akad saling bantu membantu dan bukan 

transaksi komersil.
72

 

Menurut Hanafiyah, al-qard} merupakan akad khusus pemberian 

harta mitsli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pegembalian 
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semisalnya. Al-qard} adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.
73

 

Al-qard} merupakan fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh bank 

syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard} diberikan 

tanpa adanya imbalan. Al-qard} juga merupakan pemberian harta kepada 

orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah 

uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang 

diminta oleh bank syariah.
74

 

Dalam perjanjian qard}, pemberi pinjaman memberikan pinjaman 

kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan 

mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. 

Artinya nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan 

atas pinjamannya.
75

 

2. Dasar Hukum Al-qard} 

Transaksi al-qard} diperbolehkan pleh para ulama berdasarkan haits 

riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT  

mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama 

                                                           
73

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh, hlm. 254. 
74

 Ismail, Perbankan Syariah, hlm. 212. 
75

 Ismail, Perbankan Syariah, hlm. 213. 



46 

 

 

 

Allah”.
76

 Pinjaman (al-qard}) disunahkan bagi muqrid} (kreditur/ pemberi 

pinjaman) berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut.  

a. Al-Qur‟an 

Terdapat dalam firman Alah dalam QS. Al-Hadid (57): 11: 

يَ رىٍ ره مىنٍ ذىا الَّذً م يػيقٍرًضي اللى  يَ كىلى يَ لى رًيٍه   ضػىرٍحنا نىسىفنا فػىييضىاهً ى كى  

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada allah pinjaman yang 

baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahal yang banyak”.
77

 

b. Al-Hadits  

يَ كيرٍبىةن مًنٍ كيرىبً يػىوًٍـ القًيىامىةً, مىنٍ نػى ى  نػٍيىا, نػى َّسى اللي هىفٍ ًَ كيرٍبىةه مًنٍ كيرىبً الدي سى هىنٍ رخًيٍ
 ًَ ىـ العىبٍدي فٍِ هىوٍفً رخًيٍ اللي فٍِ هىوٍفً العىبٍدً مىا دىا  كى

“Barang siapa membantu melonggarkan satu diantara beberapa 

kesulitan duniawi temannya, maka Allah akan melonggarkan 

satu dari beberapa kesulitannya di hari kiamat, dan Allah adalah 

menolong hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong 

temannya”.
78

 (Hadits Riwayat Muslim) 

دًهًِىا يَ مًتٍلى رىٍ ررًىنى ًَ  مىنٍ رىضػٍرىضى لًله مىرَّتػىيًٍْ كىافى لى لىوٍتىصىدَّؽى بً  

“Barang siapa memberi hutang dua kali karena Allah, maka 

mendapatkan pahala sebesar mensedekahkan salah satunya”.
79

 

(Hadits Shahih) 

Hadits Riwayat Ibnu Majjah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu 

Hibban dan Baihaqi: 
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ا ضػىرٍحنا هىنً ابٍنً مىسٍعيودو رىفَّ  ًَ كىسىلَّمى ضىا ؿى مىا مًنٍ ميسٍلًمو يػيقٍرًضي ميسٍلًمن الفَّبَِّ صىلَّ الل هىلىيٍ
 مىرَّتػىيًٍْ إًلاَّ كىافى كىصىدى ضىتًهىا مىرَّةن 

“Ibnu Mas‟ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, „Bukan 

seorang muslim (mereka) yang meminjam muslim (lainnya) dua 

kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah‟.”  

Hadits Riwayat Ibnu Majjah no. 2422, kitab al-Ahkam; Ibnu 

Hibban dan Baihaqi: 

بً  لىةى ريسٍرمًى بِ هىلىى بَى ًَ كىسىتَّمى رىرىيٍتي تػىيػٍ هىنٍ رىنىسً بٍنً مىلًكو ضأؿى رىسيتي اًلل صىلَّى اللي هىلىيٍ
ؿي الخىٍ  خٍبِيًٍلي مىا بَى ضىةي بًعىشٍرً رىمٍثىالًِىا كىالٍقىرٍضي بًسىمىانيًىةى هىشىرى فػىقنلٍتي يَى فَّةً مكٍتيوبَن الصَّدى

هي كىالٍميسٍتػىقٍرًضي لاى يىسٍتػىقٍرًضي  ضىةً ضىلى لأىفَّ السىائًلى يىسٍأحلي كىهًفٍدى الٍقىرٍضً رىفٍضىلي مًنٍ الصَّدى
اً ةو   إًلاَّ مًنٍ نى

“Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, „Aku 

melihat pada waktu malam di-isra‟-kan, pada pintu surga 

tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard} delapan 

belas kali. Aku bertanya, „Wahai Jibril, mengapa qard} lebih 

utama dari sedekah?‟ Ia menjawab, „Karena peminta-minta 

sesuatu dan ia punya sedangkan yang meminjam tidak akan 

meminjam kecuali karena keperluan‟.”
80

 

c. Sementara Ijma‟ ulama menyepakati bahwa qard} boleh dilakukan. 

Kesepakatah ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup 

tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang 

memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-

meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan 

Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan 

umatnya.
81
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3. Rukun dan Syarat Al-qard}  

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun qard}, menurut 

ulama Hanafiyah rukun qard} ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang 

memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah, 

mud{arabah, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian. 

Menurut jumhur ulama bahwa rukun qard} ada tiga, pertama, dua 

orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal; ketiga, ijab dan qabul. 

Ulama Syafi’iyah merinci lagi hukumnya ada lima, yaitu modal, 

pekerjaan, saham, s}ighat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.
82

 

Rukun dan syarat qard}, diantaranya taitu: 

a. S}ighat 

Yang dimaksud dengan s}ighat adalah ijab dan kabul. Tidak ada 

perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang 

dan dengan semua lafaz yang menunjukan maknanya, seperti kata “Aku 

memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu”. Demikian juga kabul 

sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku 

berutang” atau “Aku menerima”, atau “Aku ridha” dan lain sebagainya. 

b. „Aqidain 

Yang dimaksud dengan ‘aqidain (dua pihak yang melakukan 

trannsaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat 

bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (dapat 

membedakan baik dan buruk). 
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c. Harta yang diutangkan 

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut: 

1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudna harta yang satu 

sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang 

mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang 

dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung; 

2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 

menggunakan manfaat (jasa); 

3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan 

diketahui sifatnya.
83

 

4. Hukum Al-qard} 

Kontrak qard} ini ialah kontrak pemilikan dan tidak akan sah 

kecuali dilakukan oleh orang yang layak mengurus sebagaimana tertuang 

dalam kontrak bai’.84
 Selain itu harus dilakukan dengan adanya ijab qabul, 

karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Menurut 

Jumhur Ahli Fiqh, tidak boleh memberi persyaratan dalam qard}, karena ini 

merupakan sumbangan dan bantuan murni. Kecuali persyaratan waktu, 

sebagaimana pendapat Imam Malik berdasarkan Q.S. al-Baqarah (2): 282: 

يٍنو إًلَى رى ىلو ميسىمِّى ... تيمٍ بًدى ا يػىفػٍ  إًذىا تىدى

“Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk masa yang 

ditentukan....”
85
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Menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah, dalam akad qard} tidak boleh 

ada khiyar majlis ataupun khiyar syarat. Maksud dari khiyar adalah hak 

untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan qard} merupakan 

akad ghair lazim, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan 

akad. Jadi, hak khiyar menjadi tidak berarti.
86

 

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad al-qard} tidak boleh 

dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam 

riba al-nasi’ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad al-qard} 

dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh 

untuk menentukan kesepakatan dalam akad.
87

 

Akad qard} dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan 

kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, maka menurut Sabiq, 

haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, 

apalagi mengekploitasi karena ini di golongkan kepada riba. Dia akan 

menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari 

itu.
88

  

Syarat sahnya al-qard} adalah orang yang memberi pinjaman benar-

benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang 

dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya baik yang bisa 

ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya 

serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat 
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manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena 

jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.  

Ketika akad al-qard} telah dilakukan, muqtarid} (orang yang 

meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada 

saat muqrid} menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang 

meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang 

lebih baik.  

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai 

manfaat bagi muqrid}, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan 

dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga 

dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. Muqtarid} diharamkan 

memberikan hadiah kepada muqrid}, jika maksud pemberian itu untuk 

menunda pembayaran.
89

 

Membebaskan sebagian qard}  sebagai imbalan mempercepat 

pengembaliannya sebelum masa yang telah disepakati menurut Jumhur 

hukumnya haram. Berbeda halnya Ibnu Abbas yang menyatakan 

dibolehkan  dalam kasus demikian, dengan adanya riwayat Bani al-Nadir 

yang memberikan qard}, namun diperintahkan oleh Nabi agar 

membebaskan sebahagiannya dan disuruh meminta agar segera 

mengembalikannya.
90

 

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (qard}) 

sebagai berikut: 
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a. Pinjaman (qard}) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika debitur/ peminjam 

(muqrid{) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi 

tanggungannya; 

b. Pinjaman (qard}) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak 

sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan 

debitur; 

c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat 

dipinjamkan makadikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah 

mengalami perubahan, kurang, atau bertambah maka dikembalikan 

dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan 

uang seharga barang tersebut; 

d. Jika pengembalian qard} tidak membutuhkan biaya transportasi maka 

boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan kreditur (muqtarid{). 

Jika merepotkan maka debitur tidak harus mengembalikannya di tempat 

lain; 

e. Kreditur (muqtarid{) haram mengambil manfaat dari qard} dengan 

penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman 

yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman 

jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkkan kesepakatan kedua belah 

pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad 

baik dari debitur itu tidak ada salahya.
91

 

                                                           
91

 Ismail Nawawi, Fikih Mualmalah,  hlm. 179. 



53 

 

 

 

Firdaus mengemukakan  hukum pinjaman berdasarkan Fatwa DSN 

sebagai berikut: 

a. Al-qard} menghasilkan penetapan pemilikan. Jika seseorang 

meminjamkan sebuah mobil, muqtarid{ (kreditur) berhak untuk 

menyimpan, memanfaatkan, serta mengembalikannyadi kemudian hari. 

Jika muqrid{ ingin mengalihkan pengembalian barang, kepemilikan bisa 

berubah dari muqrid{ kepada muqtarid{; 

b. Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad qard} harus dilakukan di 

daerah tempat qard} itu disepakati. Sungguhpun demikian, penyelesaian 

akad qard} sah dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi 

atau memang disepakati demikian; 

c. Islam juga mengajarkan agar pemberian qard} oleh si muqrid{ tidak 

dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh 

si muqtarid{ kepadanya. Namun, jika peminjam itu memberikan sesuatu 

sebagai tanda terima kasih dan tanpa diminta, hal terseebut 

diperbolehkan karena dianggapmsebagi hadiah; 

d. Al-qard} juga tidak boleh menjadi syarat akad lain, seperti jual beli.
92

 

5. Manfaat Al-qard} 

Al-qard} memberikan manfaat dalam praktik perbankan syariah bagi 

masyarakat dan bank syariah sendiri, diantaranya sebagai berikut: 

a. Membantu nasabah pada saat mendapat kesulitan dengan memberikan 

dana talangan jangka pendek; 
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b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk 

mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank 

syariah dalam membantu masyarakat miskin; 

c. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir 

dengan mendapatkan utang dari bank syariah;
93

 

d. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik 

dan  loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, karena bank syariah 

dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin; 

e. Al-qard} al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank 

syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi 

sosial, disamping misi komersial.
94

 

6. Tatakrama Berutang 

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam-

meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait 

di dalamnya, ialah sebagai berikut: 

a. Sesuai dengan Q.S. al-Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikuatkan 

dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi 

laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi 

wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel 

atau bermaterai; 
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b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang 

mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/ 

mengembalikannya; 

c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada 

pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, 

maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya; 

d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya 

dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran 

pinjaman berarti berbuat zalim.
95

 

 

F. Riba dan Bunga Bank 

1. Pengertian Riba 

Riba menurut bahasa (etimologi) memiliki beberapa pengertian 

yaitu “tambahan” (  ُداة  karena salah satu perbuatan riba adalah meminta ,( الزيَا

tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang, berbunga (  ُالناام ), 

karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau 

yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Selain itu juga memiliki 

arti berlebihan atau menggelembung.
96

 

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud riba menurut Al-Mali 

ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui 

perimbangannya menurut ukuran syara‟, ketika berakad atau dengan 

mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. 
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Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah 

akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau 

tidak menurut aturan syara‟ atau terlambat salah satunya. 

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud 

dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang 

yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), 

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang 

telah ditentukan.
97

 

 Maksud riba dalam ayat al-Qu‟ran menurut Ibn al-„Arabi al-Maliki 

dalam kitabnya Ahka>m al-Qur’a>n, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Syafi‟i Antonio, pengertian riba secara bahasa ialah tambahan, sedangkan 

yang dimaksud riba dalam ayat ialah setiap penambahan yang diambil 

tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan 

syariah.
98

 

Transaksi pengganti atau penyeimbang yang dimaksud adalah 

transaksi perdagangan atau komersial yang membenarkan adanya 

tambahan tersebut secara adil seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau 

bagi hasil. Dalam transaksi sewa, penyewa membayar uang sewa karena 

adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomi 

suatu barang karena pemanfaatan oleh penyewa. Dalam jual beli, pembeli 

membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga 

halnya bagi hasil dalam suatu perkongsian, masing-masing berhak 
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mendapatkan keuntungan seperti juga menanggung kerugian karena 

penyertaan modal. 

Berbeda halnya dengan proses pinjam meminjam yang mana 

tambahan itu tidak ada unsur penyeimbang yang diterima oleh peminjam, 

kecuali karena faktor kesempatan dan masa yang berjalan selama proses 

peminjaman tersebut. Ketidak-adilan yang berlaku di sini ialah si 

peminjam diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak dan pasti untung dalam 

setiap penggunaan kesempatan tersebut seperti yang berlaku pada pola 

pinjam meminjam dalam bank konvensional. 

Dalam ungkapan lain, Badr al-Din al-Ayni memberikan pengertian 

riba dengan: prinsip utama dalam riba ialah penambahan. Menurut syara‟, 

riba itu berarti penambahan pokok tanpa adanya transaksi jual beli. 

Perkataan riba telah digunakan oleh masyarakat Arab Jahiliyah 

sebelum kedatangan Islam dalam urusan muamalah mereka sehari-hari dan 

itu bukanlah uatu istilah syara‟ yang baru. Riba dalam urusan utang pitng 

di kalangan orang Arab Jahiliyah berbentuk peminjaman sejumlah uang 

kepada seseorang untuk masa tertentu dan menerima dari pengutang 

sejumlah uang yang telah ditetapkan setiap bulan. Sekiranya sampai masa 

pembayaran yang dijanjikan, pengutang tidak mampu membayarnya, 

jumlah hutang akan bertambah sesuai dengan bertambahnya masa 

pembayaran.
99
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Ab. Mumin Ab. Ghani menyaatakan bahwa ulama mempunyai 

sudut pandang yang berbeda dalam memberikan definisi riba. Ada yang 

memandang dari sudut utang pitang, jual beli, dan pandangan secara 

umum. Ulama tafsir memberikan pengertian yang berbeda dengan ulama 

fiqh, bahkan sesama ulama fiqh juga memberikan definisi yang berbeda. 

Fuqaha Hanabilah, mendefinisikan riba dengan ungkapan 

melebihkan sesuatu dan menangguhkan sesuatu tertentu, dengan sesuatu. 

Madzhab Syafi‟i memberikan pengertian riba dengan rumusan 

definisi yaitu akad atas kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaan 

ukuran sesuai dengan ketentuan syara‟, baik saat terlaksananya akad, atau 

adanya masa penangguhan dalam kedua-dua atau salah satu dari ganti rugi 

atau kompensasi tersebut. Maksudnya bahwa riba merupakan suatu akad 

yang memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat penangguhan yang 

tidak ada ketentannya pada syara‟. 

Imam Ahmad bin Hanbal sendiri memberikan makna tentang riba 

dengan ungkapan riba itu ialah seseorang memiliki hutang, maka 

dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membeyar lebih. Jika 

tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana atas penmbahn masa 

yang diberikan. 

Al-Jurjani merumuskan pengertian riba secara syara‟ yaitu 

kelebhan tanpa ganti rugi yang disyaratkan oleh salah seorang yang 

berakad.
100
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Para pakar seperti al-Tabari, mendefinisikan riba sebagai tambahan 

yang dibebankan oleh pemilik harta atau uang karena adanya penambahan 

masa atau tempo pembayaran oleh yang berhutang. 

Yusuf al-Qadharwi dalam ungkapan lain mengemukakan 

pengertian riba yaitu sebagai setiap pinjaman yang disyaratkan 

sebelumnya keharusan memberikan tambahan.
101

 

Dari banyaknya definisi riba diatas dapat disimpulkan bawa riba 

merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara 

dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya 

perjanjian. 

Unsur riba terdapat dalam utang yang diberikan dengan perjanjian 

bahwa peminjam akan membayar utangnya ditambah dengan jumlah 

tertentu. Pihak pihak pemberi pinjaman dan peminjam telah mensyaratkan 

adanya tambahan yang harus dibayar oleh peminjam. Riba adalah 

kelebihan pembayaran yang dibebankan terhadap pinjaman pokok sebagai 

imbalan terkait jangka waktu pengembalian atas pinjaman itu. Peminjam 

akan membayar sejumlah lebih tinggi dari pinjaman yang telah diterima, 

krena adanya perbedaan antara waktu pada saat pinjaman diberikan dan 

waktu pada saat pinjaman dibayar. Perbedaan waktu akan berdampak pada 

perbedaan jumlah yang dipinjam dengan jumlah yang dikembalikan.
102
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2. Riba dalam Pandangan Islam 

Islam dengan tegas melarang praktik riba. Hal ini terdapat dalam 

al-Qur‟an dan hadits. Al-Qur‟an menyatakan haram terhadap riba bagi 

kalangan masyarakat muslim. Allah SWT telah mewahyukan adanya 

larangan riba secara bertahap, sehingga tidak mengganggukehidupan 

ekonomi pada saat itu.  

a. Larang riba menurut al-Qur‟an 

Dalam al-Qur‟an perintah dan larangan turunnya wahyu tentang 

riba terdiri dari beberapa tahap. Pertama, penekanannya pada kenyataan 

bahwa riba tidak dapat meningkatkan kesejahteran baik kesejahteraan 

terhadap individu maupun kesejahteraan secara nasional. Akan tetapi, 

bunga akan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
103

 Al-

Qur‟an menolak anggapan bahwa riba yang pada zahirnya seolah-olah 

menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan untuk 

mendekatkan diri dari bertaqarrub kepada allah.
104

 Allah SWT 

berfirman dalam Q.S. ar-Rum ayat 39: 

تيمٍ مًٌنٍ زىكٰ كىمى  نٍ رًٌبَن ليًٌػىرٍبػيوىا۟ فٍِٓ اىمٍوىاؿً الفَّاسً فىلَى يػىرٍبػيوٍا هًفٍدى اللًٌّٰ ۚكىمىآ اٰتػىيػٍ تيمٍ مًٌ وةو تيريًٍديكٍفى آ اٰتػىيػٍ
كى هيمي الٍميضٍعً يوٍفى  ىِٕ

ٰۤ
ىَ اللًٌّٰ فىايكلٰ   كىٍ 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia 

menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah 

pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 

kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang 
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berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya).”
105

  

Para pakar tafsir berpendapat bahwa maksud riba disini ialah 

semua pemberian yang menghendaki pembalasan yang lebih dari 

pemberian itu. Hal itu tidak mendapat pahala di sisi Allah sekalipun 

perbuatan itu tidak haram.
106

 

Kedua, Allah memberikan peringatan agar orang Islam tidak 

memungut riba, jika mereka benar-benar ingin berhasil dalam 

hidupnya. Dan perintah kepada orang yang beriman agar tidak 

memakan riba dan supaya bertaqwa kepada Allah SWT.
107

 Wahyu 

Allah SWT dalam al-Qur‟an Surah Ali Imran ayat 130: 

ى لىعىلَّكيمٍ تػيٍ لًحيوٍفى يػُّهىا الَّ  يَٰىٓ  وٓا اىحٍعىافنا مُّضٰعى ىةن ۖكَّاتػَّقيوا اللٌّٰ َۚ  ذًيٍنى اٰمىفػيوٍا لاى تَىٍكيليوا الربًٌػٰ  

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar 

kamu beruntung.”
108

 

Ketiga, penekanannya pada perbedaan antara transaksi jual beli 

dan riba. Dalam tahap ini ditunjukkan bahwa riba akan menghancurkan 

kesejahteraan suatu bangsa. Dalam firman Allah SWT jelas yang isinya 

memerintahkan agar umat Islam yang beriman menjauhkan diri dari 

praktik riba atau yang sejenisnya, karena praktik riba dapat 

mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun akhirat.
109

 Al-

Quran telah menolak persepsi perbandingan yang tidak tepat tersebut 
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dengan menyatakan bahwa Allah tidak menyamakan antara jual beli 

dengan riba,
110

 sebagaimana firmannya dalam Q.S. al-Baqarah ayat 

275: 

ا يػىقيوٍيـ الَّذًمٍ يػىتىخىبَّطييَ الشَّيٍطٰني مًنى الٍمىسًٌِّۗ ذٰ  لًكى اىلَّذًيٍنى يَىٍكيليوٍفى الربًٌٰوا لاى يػىقيوٍميوٍفى اًلاَّ كىمى
ءىهي بَىًنػَّهيمٍ ضىاليوٍٓا اًنََّّىا الٍبػىيٍعي مًثٍلي الربًٌٰ 

اٰۤ  فىمىنٍ  ى
ي الٍبػىيٍعى كىنىرَّىـ الربًٌٰواِّۗ نٍ  مىوٍهًظىةه  واۘ كىاىنىلَّ اللٌّٰ  رَّبًًٌَ  مًٌ

يَ  فىانػٍتػىهٰى كى  هىادى  كىمىنٍ  َِّۗ  اللًٌّٰ  اًلَى  كىاىمٍريهي  َِّۗ  سىلىفى  مىا فػىلى ىِٕ
ٰۤ
ا  الفَّارً  اىصٍحٰبي  فىايكلٰ  هيمٍ فًيػٍهى

َۚ

 خٰلًديكٍفى 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

mengmabil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.”
111

 

Keempat, Allah menggambarkan larangan itu dengan ancaman 

walaupun dalam bentuk ungkapan yang tidak langsung ditujukan 

kepada umat Islam.
112

 Dalam ayat ini, riba digambarkan sebagai suatu 

yang buruk, Allah mengancam akan memberikan balasan yang keras 

kepada orang Yahudi yang memakan riba.
113

 Allah SWT berfirman 

dalam Q.S. an-Nisaa‟ ayat 160-161: 

ثً  بًيٍلً اللًٌّٰ كى رَّمٍفىا هىلىيٍهًمٍ طىيًٌبٰتو اينًلَّتٍ لِىيمٍ كىبًصىدًٌهًمٍ هىنٍ سى رنا  فىبًظيلٍمو مًٌنى الَّذًيٍنى هىاديكٍا نى  يػٍ
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يَ كىاىكٍلًهًمٍ اىمٍوىاؿى الفَّاسً بًَلٍبىاطًلً   (160) كَّاىخٍذًهًمي الربًٌٰوا كىضىدٍ نػيهيوٍا هىفٍ
 يٍنى كىاىهٍتىدٍنَى للًٍكًٰ رً  َِّۗ 

ا   ابَن اىليًٍمن  (161)مًفػٍهيمٍ هىذى

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi 

mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah 

dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) 

dari jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal 

sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka 

memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami 

sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang 

pedih.”
114

 

Pada tahap terakhir barulah Allah dengan tegas mengecam 

pelaku riba dengan segala jenisnya.
115

 Ditekankan bahwa riba itu 

haram, dan menyatakannya sebagai perintah terlarang bagi umat Islam. 

Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar meninggalkan 

sisa riba. Allah SWT dan Rasulullah SAW akan memerangi praktik riba 

dalam masyarakat.
116

 Allah mengharamkan apapun yang diambil dari 

pinjaman. Ayat ini diturunkan menjelang wafatnya Rasulullah Saw dan 

sekaligus sebagai ayat pamungkas yang diturunkan terkait dengan 

riba.
117

 Q.S. al-Baqarah ayat 278-279: 

تيمٍ مُّؤٍمًفًيٍْى يَٰىٓيػُّهىا الَّ  وٓا اًفٍ كيفػٍ ى كىذىريكٍا مىا بىقًيى مًنى الربًٌػٰ فىاًفٍ لٍََّّ ( 872) ذًيٍنى اٰمىفيوا اتػَّقيوا اللٌّٰ
 ًَ تيمٍ  كىاًفٍ  َۚ  تػىٍ عىليوٍا فىأٍذىنػيوٍا بًِىرٍبو مًٌنى اللًٌّٰ كىرىسيوٍلً  كىلاى  تىظٍلًميوٍفى  لاى  اىمٍوىالًكيمٍۚ  ريءيكٍسي  فػىلىكيمٍ  تػيبػٍ

(872) لىميوٍفى تيظٍ   

 “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 

dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang 

beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah 

perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, 
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maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat 

zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”
118

 

Dari beberapa wahyu yang diturunkan Allah SWT dalam kitab 

suci al-Qur‟an, maka dapat disimpulkan bahwa riba itu secara tegas 

dilarang.
119

 

b. Larang riba menurut hadits 

Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadits Rasulullah 

SAW. dalam hadits juga dijelaskan secara gamblang larangan riba bagi 

umat Islam. Beberapa hadits penting tentang riba, antara lain: 

1) Rasulullah SAW telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun 

penerima riba. (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari 

ayahnya); 

2) Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang menerima dan 

memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi 

saksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semuanya 

sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibnu 

Mas‟ud); 

3) Dalam menunaikan haji terakhir, Rasulullah bersabda yang 

maksudnya: 

“Segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal 

yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya 

dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan 
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perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya 

bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada 

banyak orang) dari Abbas yang membatalkan semuanya. 

“Selanjutnya beliau atas nama pamannya” Abbas, telah 

membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal 

dari para peminjam.”
120

 

Dari hadits Rasulullah SAW, juga dengan tegas melarang 

praktik riba. Riba dalam suatu pinjaman tidak hanya ada apabila 

pemberi pinjaman menekankan pengembalian uang yang dipinjamkan 

dengan jumlah yang lebih besar  juga keuntungan lain yang diperoleh 

dari pinjaman tersebut.
121

 

3. Macam-macam Riba 

Jika diperhatikan dalam beberapa literatur, ada yang membagika 

riba kepada dua pembagian besar, yaitu riba dalam hutang piutang yang 

terdiri dari riba qard} dan riba ja>hiliyyah, dan riba dalam jual beli yang 

berbentuk riba fadl dan riba nasi>’ah. Namun, ada juga yang membagi riba 

kepada riba fadl dan riba nasi>’ah, seperti ulama dari kalangan Hanafi, 

Sayyid Sabiq, Wahbah al-Zuhaily, dan ulama yang lain.  

Dalam ruang lingkup riba nasi>’ah, juga termasuk riba hutang 

piutang atau menyamakan antara riba nasi>’ah dengan riba ja>hiliyyah. Oleh 

karena itu, penulis hanya menjelaskan dua hal saja yaitu riba fadl dengan 
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makna riba jual beli dan riba nasi>’ah dengan maksud riba hutang 

piutang.
122

 

a. Riba fadl 

Nilai tambah yang diterima oleh salah satu  pihak dalam 

perniagaan tanpa adanya nilai pembenar, dinamakan dengan riba 

fadl.123
 Pengertian riba fadl menurut Wahbah al-Zuhaily ialah kelebihan 

takaran atau kadar saat terjadinya tukar menukar barang yang sejenis. 

Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai jenis jual beli uang dengan 

uang atau barang dengan barang disertai tambahan.  

Ab. Mumin Ab. Ghani mengartikannya sebagai pertukaran suatu 

barang yang sama rupa dan bentuknya yang disertai dengan suatu 

tambahan. Riba dapat juga dilihat dalam hal jika terjadinya pertukaran 

barang (jual beli barter) yang tidak sama kuantitasnya dan dengan 

pembayaran yang ditangguhkan.
124

 

Ibnu „Arabi memberikan definisi riba fadl dengan semua 

tambahan yang melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai 

pembenar atas tambahan tersebut. Pelarangan riba fadl dimaksudkan 

untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk 

eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup 

segala kemungkinan munculnya riba. Berdasarkan atas konsepsi 
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maqas}id asy-syariah (tujuan syariah), segala sesuatu yang berpotensi 

untuk menimbulkan keharaman, maka sesuatu itu haram adanya.
125

  

Al-Nawawi juga mengemukakan bahwa pertukaran barang yang 

sama jenis dan kuantitasnya namun dibayar secara bertangguh, maka 

hukumnya haram, berbeda halnya dengan dibayar secara tunai. 

Demikian juga dengan pertukaran barang yang berbeda jenis namun 

mempunyai ‘illat yang sama dan dilakukan secara tangguh, maka 

hukumnya juga adalah haram. Sebaliknya jika ‘illat-nya berbeda 

sekalipun secara tangguh dan tidak sama kuantitasnya, maka cara ini 

dibolehkan.
126

 

Rasulullah SAW telah mengindikasikan bahwa riba fadl bisa 

terjadi setidaknya melalui empat cara. Pertama, riba fadl muncul karena 

adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu 

sendiri sebenarnya diperbolehkan. Kedua, menerima reward (imbalan 

dalam nominal tertentu) atas rekomendasi yang kita berikan kepada 

orang yang kita sukai.  

Ketiga, timbul dari transaksi barter, karena danya kesulitan 

untuk mengukur nilai dari barang yang dipertukarkan secara tepat. 

Rasulullah SAW mempersyaratkan bahwa komoditas yang 

dipertukarkan secara barter harus dijual terlebih dahulu secara cash, 

baru kemudian dipergunakan untuk membeli komoditas yang 

dibutuhkan. 
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Penyebab terakhir terjadinya riba fadl adalah yang paling 

banyak mendapat perhatian dari para ulama fiqh. Di antaranya, jika 

komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya 

harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan secara 

cash. Jika komoditas yang dipertukarkan berbeda, baik dalam ukuran 

maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja dilakukan asalkan secara 

cash.
127

 

Ada beberapa bentuk jual beli yang dilarang oleh Rasulullah 

SAW karena dapat digolongkan kepada riba, seperti jual beli hewan 

dengan daging (hewan yang telah mati), jual beli buah basah dengan 

buah kering, dan jual beli ‘inah.
128

 

b. Riba nasi>’ah 

Riba nasi>’ah bisa dikatakan sama atau identik dengan bunga atas 

pinjaman.
129

 Riba ini bermakna penambahan bersyarat yang 

diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperolehi dari orang 

yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran. Dalam 

ungkapan lain, Sa‟id Sa‟ad Marthan menjelaskan pengertian yang 

dikemukakan Sayyid Sabiq, bahwa tambahan itu tanpa melibatkan ganti 

rugi. Riba ini banyak terjadi pada masa Jahiliyah dan diharamkan 

berdasarkan al-Qur‟an, Sunnah dan Ijma‟ para Imam. 

Fakhr al-Razi menggambarkan tentang riba nasi>’ah dengan 

contoh bahwa seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain 
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untuk masa tertentu dengan imbalan ia akanmendapat uang yang 

ditetapkan setiap bulan saat pinjaman pokoknya masih mempunyai sisa. 

Apabila telah sampai masa pembayaran sesuai dengan perjanjian, si 

penghutang tidak lagi mampu membayarnya maka jumlah hutang akan 

bertambah dan masa untuk membayar diperpanjangkan lagi. 

Hasan Abdullah al-amin menggambarkan riba jenis ini dalam 

dua hal: 

1) Tambahan terhadap hutang yang dibuat semasa kontrak pinjaman 

beserta tambahan yang disyaratkan semasa kontrak dan tambahan itu 

diambil bersama-sama dengan uang pokok; 

2) Tambahan terhadap hutang karena menagguhkan pembayaran 

apabila tiba tempo pembayaran, baik hutang itu berkenaan dengan 

persoalan pinjaman. Artinya penghutang gagal membayar hutang 

pada waktu yang sudah dijanjikan. 

Nabil Saleh juga mengemukakan berdasarkan pandangan 

Muhammad Abduh dan Rasyid Rida bhwa penambahan yang pertama 

dalam suatu hutang tertentu adalah halal, tetapi jika saat jatuh tempo 

ditetapkan penundaan waktu pembayaran terebut dengan imbalan suatu 

tambahan lagi, maka tambahan yang kedua ini diharamkan.
130

 

Sebagian ulama seperti „Abbas, Usamah bin Zaid bin Arqam, al-

Zubair dan Ibn Jabir, menyatakan bahwa riba yang diharamkan adalah 

riba nasi>’ah. Prinsip pengharaman riba nasi>’ah dalam Islam adalah 
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penambahan yang ditetapkan terlebih dahulu terhadap pinjaman sebagai 

kompensasi karena menunggu. Larangan ini tidk terkecuali, apakah 

penambahan tersebut telah ditetapkan sejak awal atau berubah-ubah, 

tergantung kepada nilai nominal pokok atau merupakan sejumlah 

tertentu yang dibayar pada permulaan atau pada akhir tempo 

pinjaman.
131

 

4. Riba pada Bunga Bank 

Dalam bahasa Inggris, bunga bank lebih populer disebut sebagai 

interest walaupun ada juga yang menyebutnya sebagai usury. Interest atau 

bunga merupakan uang yang dikenakan, dibebankan atau dibayarkan 

akibat adanya penggunaan uang yang dipinjam berdaasrkan kadar tertentu. 

Menurut Smith, bunga merupakan kelebihan yang diberikan kepada 

si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin 

diperolehnya dari penggunaan uang tersebut. Ia merupakan kompensasi 

bagi seseorang yang semata-mata menahan dirinya dari menggunakan 

modalnya sekarang dan membiarkan modal itu untuk digunakan oleh 

pihak lain untuk tujuan produktif. 

Marshall berpendapat dari sudut penawaran, bunga dilihat sebagai 

kompensasi terhadap tabungan atau karena menunggu. Permintaan kepada 

modal juga bergantung kepada produktivitas modal itu sebanding dengan 

kadar bunga (hubungan antara pendapatan dan modal), yang diartikan 
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sebagai persentase yang diperhitungkan terhadap uang pada tanggal 

tertentu dalam bentuk uang yang dipegang setahun kemudian. 

Jika dihubungkan dengan riba, istilah bunga tersebut terlihat tidak 

ada bedanya. Ini dapat dibandingkan dengan pengertian riba, sebagai mana 

yang telah dikemukakan oleh beberapa definisi sebelumnya yaitu 

merupakan suatu akad yang memberikan kompensasi atau ganti rugi 

akiibat penangguhan atau selainnya yang tidak ada ketentuannya pada 

syara‟. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa bunga bank (interest/usury) itu 

ialah riba. 

Namun, ulama tidak mengemukakan pendapat yang sama terkait 

bagaimana hukum bunga bank, ada yang mengharamkan secara mutlak,  

ada yang tidak mengharamkan, dan ada juga yang memandangnya sebagai 

s}ubha>t.  

a. Pihak yang memandang sebagai s}ubha>t, seperti di Indonesia oleh 

pendapat Majlis Tarjih Muhammadiyah pada tahun 1968 yang 

memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank kepada 

nasabah atau sebaliknya termasuk kedalam s}ubha>t, artinya belum jelas 

halal atau haramnya. Sesuai dengan petunjuk hadits, umat Islam harus 

hati-hati menghadapi hal-hal yang s}ubha>t. Oleh karena itu, jika dalam 

keadaan terpaksa atau ha>jah (keperluan yang mendesak dan penting), 

diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem 

bunga ala kadar saja;
132
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b. Bagi yang berpendapat bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam 

Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen (Ketua 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 80-an), dengan 

beberapa bentuk dasar pemikiran; pertama, dalam keadaan darurat 

bunga bank diperbolehkan. Kedua, yang dilarang itu hanya bunga yang 

berlipat ganda saja, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak 

menzalimi hukumnya dibolehkan. Ketiga, bank sebagai lembaga tidak 

termasuk dalam kategori mukallaf, berarti tidak termasuk ke dalam 

yang terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba;
133

 

c. Pandangan mayoritas para ulama dan mufti menyatakan bahwa bunga 

bank itu ialah riba dan diharamkan, seperti halnya hasill fatwa 

Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam pesidangan di Karachi, 

Pakistan tahun 1970. Ketika itu, praktik perbankan dengan sistem 

bunga disepakati tidak sesuai dengan syariat Islam. Keputusan 

Lembaga Mufti Negara Mesir semenjak tahun 1900 memutuskan 

bahwa bunga bank termasuk ke dalam salah satu bentuk riba yang 

diharamkan. Lembaga organisasi besar seperti itu berani berfatwa 

mengenai pengharaman bunga bank, ketika belum ada alternatif 

perbankan berdasarkan syariat Islam. Berbeda halnya di Indonesia, 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwa mengenai 

pengharaman bunga bank yaitu pada tahun2003, stelah ada beberapa 
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bank syariah di Indonesia sejak 1991, dan bahkan masih terdapat pro 

dan kontra di kalangan praktisi dan ilmuwan perbankan sendiri.
134

 

Pandangan para pakar yang mengharamkan bunga bank, didasari 

bahwa Islam memberi landasan dalam mengembalikan suatu pinjaman, 

hanya hutang pokoknya saja yang harus dikembalikan kepada pengkredit. 

Oleh karena itu, setiap tambahan yang ditetapkan di awal melebihi pokok 

pinjaman aialah riba.
135

  

Riba (bunga) pada kelazimannya saat diturinkan ayat riba, menurut  

pandangan sebagian para ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan 

kadarnyapun terlalu tinggi. Di samping itu, riba yang diharamkan 

memberikan pengertian penindasan dan merupakan ‘illah bagi 

pengharaman tersebut. Penindasan ini ternyata terjadi juga pada pinjaman 

berbentuk konsumtif, karena orang yang berhutang terdesak untuk 

memenuhi keperluan hariannya, dan saat itu si pemiutang pun mengambil 

kesempatan mengenakan kadar bunga yang tinggi. Ciri inilah yang dikenal 

dengan riba. Ciri inilah yang dikenal dengan riba. Berbeda dengan kasus 

pinjaman produktif di mana si penghutang mendapat manfaat yang lebih 

besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu pinjaman 

produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.
136
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam membuat Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian 

tersebut tentunya bermacam-macam, diantaranya yaitu: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian lapangan 

(field research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 

dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.
137

 Penelitian ini juga 

merupakan penelitian dengan model kualitatif yang memusatkan perhatiannya 

pada prinsip-prinsip umum yang ada dalam kehidupan manusia.  

Dalam hal ini peneliti akan langsung mengamati dan meneliti tentang 

praktik peminjaman modal ke tempat objek penelitian di PNM Mekaar 

Cabang Salem untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan terutama yang 

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti wawancara kepada 

narasumber yaitu kepada pegawai dan nasabah PNM Mekaar Cabang Salem.  

Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian 

kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan 

menggunakan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Kemudian dari data-data yang diperoleh disesuaikan dengan ketentuan yang 

terdapat pada al-Qur‟an, as-Sunnah, dan kitab-kitab fiqh lainnya. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau 

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta 

(fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-

indification) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (problem-

solution).
138

 Dengan kata lain pendekatan yuridis sosiologis ini adalah 

pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.  

Kaitanya dengan penelitian ini digunakan untuk melihat aspek-aspek 

hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai 

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non 

hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.
139

  Karena penelitian 

ini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam al-Qur‟an dan Hadits, 

serta Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang utang-piutang atau 

perkreditan. 

 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di PNM Mekaar 

Cabang Salem dan Kecamatan Salem Kabupaten Brebes karena penelitian ini 

berfokus pada pelaksanaan praktik yang diberikan PNM Mekaar di 

masyarakat Kecamatan Salem. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Mei 

2020 sampai dengan 15 Oktober 2020. 

                                                           
138

 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 10.   
139

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 105. 



76 

 

 

 

D. Subyek dan Obyek Penelitian 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk 

diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan 

yang akan diteliti yang disebut narasumber.
140

 Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode cluster sampling karena populasi tidak 

terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok 

individu. Sehingga  subyek yang dituju adalah pegawai PNM Mekaar dan 

nasabah (ketua kelompok) PNM Mekaar cabang Salem. 

2. Obyek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam 

suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk 

mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.
141

 

Objek penelitian ini adalah peminjaman modal atau kredit yang dilakukan 

oleh nasabah di PNM Mekaar Cabang Salem Kabupaten Brebes.  

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data berupa informasi dan keterangan yang 

diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pihak yang dijadikan 

narasumber. Kemudian dikumpulkan secara khusus yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. Disini penulis memperoleh informasi 
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langsung melalui pihak-pihak atau pengurus yang terkait, dengan cara 

mewawancarai pegawai PNM Mekaar Cabang Salem dan nasabah/ ketua 

kelompok.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah berbagai sumber teori dan informasi yang 

diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Data yang diperoleh bersumber 

dari kepustakaan berupa buku-buku, seperti buku karya Hendi Suhendi 

yang berjudul Fikih Muamalah, karya Dimyauddin Djuwaini yang 

berjudul Pengantar Fiqh Muamalah, karya Mardani dengan judul Fiqh 

Ekonomi Syariah, karya Ismail yang berjudul Perbankan Syariah. 

Kemudian hasil penelitian yang berwujud laporan seperti jurnal, skripsi, 

dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis. Observasi merupakan metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan.
142
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Teknik ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengetahui 

bagaimana pelaksanaan atau apapun yang berkaitan dengan praktik 

peminjaman modal di PNM Mekaar. Dengan cara melakukan pengamatan 

langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di 

lokasi penelitian, guna mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata 

mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salam. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data melalui percakapan 

yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan mengajukan pertanyaan 

dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut.
143

 Dalam melakukan 

wawancara peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling dengan 

cluster sampling (area sampling), digunakan untuk menentukan sampel 

bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas
144

 dan 

digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, 

melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu. 

Dalam penelitian ini, penulis bertanya langsung kepada 5 pegawai 

PNM Mekaar dan 20 kelompok nasabah yang diwakilkan oleh ketua 

kelompok masing-masing sebagai sampel. Teknik wawancara 

dipergunakan untuk mengumpulkan informasi dan data-data terkait dengan 

Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang Salem. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya.
145

 Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan 

melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Serta mencatat semua keterangan yang sudah tersedia dan ada 

relevansinnya dengan objek penelitian. Cara untuk mendapatkan dokumen 

tersebut adalah dengan menggambil gambar (foto) dan memfotokopi 

berkas-berkas yang dibutuhkan. 

 

G. Metode Analis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan 

metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pihak yang dapat diamati. Dari 

data tersebut kemudian dapat dianalisa untuk mengetahui bagaimana praktik 

peminjaman modal di PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 

Penelitian ini juga menggunakan metode berfikir deduktif. Metode deduktif 

yaitu metode analisa dengan cara mengambil dari data yang bersifat umum 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat khusus.
146

   

                                                           
145

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rajawali 

Press, 2012), hlm. 202.  
146

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian, hlm. 102. 



 

80 

 

BAB IV 

PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PNM MEKAAR MENURUT 

HUKUM EKONOMI SYARIAH 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Salem Kabupaten Brebes dan Profil PNM 

Mekaar  

1. Keadaan Geografis Kecamatan Salem 

Salem adalah suatu kecamatan di Kabupaten brebes, Jawa Tengah, 

Indonesia. Kecamatan ini terletak di ujung barat daya wilayah Kabupaten 

brebes. Ibu kotanya berada di Desa Salem. Jarak ibu kota Kecamatan 

Salem dengan ibu kota Kabupaten Brebes yaitu sekitar 62 Km berkendara 

melalui kecamatan Bringharjo.  

Kecamatan Salem merupakan salah satu wilayah di Kabupaten 

Brebes yang dikelilingi pegunungan dengan ketinggian antara 400-900 

mdpl dengan suhu udara berkisar 16-22
o 

C. Luas wilayahnya berdasarkan 

Peraturan Pemeritah Nomor 22 Tahun 2007 lebih kurang 15.402 Ha 

terbagi menjadi 21 desa. Kondisi wilayah Kecamatan Salem terdiri dari 

tanah sawah 2.642 Ha (17%), tanah kering 4.286 Ha (28%), hutan negara 

8.474 Ha (55%).
147

 

Wilayah yang terbagi menjadi 21 desa/kelurahan di Kecamatan 

Salem yaitu Desa Banjaran, Bentar, Bentarsari, Capar, Ciputih, Citimbang, 

Gandoang, Ganggawang, Gunung Jaya, Gunung Larang, Gunung Sugih, 
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Gunung Tajem, Indrajaya, Kadumanis, Pabuaran, Pasir Panjang, Salem, 

Tembongraja, Wanoja, Winduasri, dan Windusakti. Sebagian besar 

penduduk Kecamatan salem adalah petani. 

2. Profil PNM Mekaar  

a. Sejarah PNM Mekaar  

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), biasa disebut PNM 

merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai 

realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan, 

serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PNM 

merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses 

permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Dengan 100% kepemilikan sahamnya dipegang oleh 

pemerintah, PNM diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan yang 

senantiasa mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh dan 

mandiri.
148

  

PNM didirikan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan dari Tap 

XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1998 

tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp 1,2 triliun dan modal 

disetor Rp 300 miliar. Kemudian di sahkan oleh peraturan Menteri 

Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. 

Beberapa bulan kemudian, melalui Kep Menkeu RI No. 

487/KMK.017/1999 tanggal 15 Oktober 1999, sebagai pelaksana dari 
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UU No. 23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN 

Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit 

program.
149

 

Pada tahun 2015 PT. PNM meluncurkan produk PNM Mekaar 

(Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan 

khusus  bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik 

yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PNM 

menggunakan model pengembangan lembaga keuangan alternatif maka 

pendekatan pembiayaan yang dilakukan PNM Mekaar tidak seperti 

pendekatan perbankan. Penguatan manajemen juga diberikan oleh PNM 

Mekaar sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penguatan 

permodalan.  

Dalam operasinya, kebijakan PT. PNM Mekaaar ini bekerja 

sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Lembaga Modal 

Ventura, Bank Umum/Syariah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR/S, 

maupun Lembaga Keuangan Mikro/Syariah lainnya di seluruh 

Indonesia.
150

 

PNM Mekaar cabang Salem sudah berdiri sejak tahun 2018 

sampai sekarang. Kini PNM Mekaar cabang Salem sudah memiliki 
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sebanyak 2.555 nasabah yang terbagi menjadi 161 kelompok yang 

kemungkinan akan terus bertambah jumlah nasabahnya.
151

 

PNM Mekaar hadir dilandasi penikiran bahwa bantuan sosial 

tidak membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. 

Bantuan sosial tidak mendidik penerima untuk lebih berusaha 

meningkatkan taraf hidupnya. PNM Mekaar percaya bahwa perempuan 

memiliki waktu dan keterampilan yang dapat dioptimalkan, sehingga 

pendapatan perempuan memiliki dampak yang besar terhadap 

kesejahteraan keluarganya.
152

 

b. Produk/ Pembiayaan PNM Mekaar  

Pembiayaan Mekaar terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut: 

1) Pembiayaan siklus pertama 

Pembiayaan siklus pertama merupakan pinjaman awal yang 

dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Pembiayaan modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar 

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nasabah yang telah 

memenuhi persyaratan tingkan pendapatan dan kondisi rumah 

nasabah; 

b) Nasabah menyisihkan uang pertanggungjawaban sebesar 5% dari 

plafond pembiayaan yaitu sebesar Rp 100.000,- . Uang tersebut 
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tidak boleh diambil selama angsuran masih berjalan, dan boleh 

diambil diakhir setelah angsuran lunas; 

c) Nasabah menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar di 

dalam kelompok, kemudian dibagi jumlah anggota dikurangi 1; 

d) Terdapat masa tenggang, yaitu masa grace periode angsuran 

(libur angsuran awal) atau waktu yang diberikan kepada nasabah 

untuk tidak melakukan pembayaran angsuran selama dua minggu. 

Jadi pembayaran angsuran pertama akan dilakukan dua minggu 

setelah pelaksanaan pencairan dana pembiayaan, namun pada 

masa grace periode tersebut nasabah harus tetap hadir PKM.  

Grace priode hanya berlaku bagi nasabah siklus pertama, 

sedangkan untuk nasabah siklus kedua dan seterusnya tidak ada 

masa grace periode,  begitu pula dengan nasabah yang bergabung 

kembali (re-joined); 

e) Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu waktu yang 

diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama 

dua minggu, pada minggu peratama hari H dan minggu setelah 

hari H.
153

 

2) Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya 

Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya merupakan 

pinjaman yang diperoleh setelah nasabah menyelesaikan pembiayan 

siklus pertama atau setelahnya, dengan catatan riwayat 
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pembiayaannya lancar dan memeniuhi ketentuan pembiayaan tahap 

kedua dan seterusnya. Berikut ketentuan yang harus dilakukan dalam 

pembiayaan siklus kedua dan seterusnya: 

a) Pembiayaan tahap kedua dapat memilih jumlah pinjaman yaitu 

tetap Rp 2.000.000,- seperti pinjaman awal, Rp 2.500.000,- atau 

Rp 3.000.000,-. Sedangkan untuk pembiayaan  tahap seterusnya 

maksimal pembiayaan adalah sebesar Rp 5.000.000,-. Dimana 

kenaikan kelipatannya adalah sebesar Rp 500.000,- dari 

pembiayaan sebelumnya; 

b) Kenaikan jumlah modal usaha dari tahap selanjutnya sampai 

dengan 25% menjadi kewenangan Kepala Cabang. Kenaikan di 

atas 25% sampai dengan 50% diperiksa kembali ke lapangan dan 

disetujui oleh Are Manager; 

c) Nasabah menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar di 

dalam kelompok, kemudian dibagi jumlah anggota dikurangi 1; 

d) Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu waktu yang 

diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama 

dua minggu, pada minggu peratama hari H dan minggu setelah 

hari H.
154

 

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman kredit di 

PNM Mekaar ini dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

                                                           
154

 Wawancara dengan Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang 

Salem, Selasa, 12 Oktober 2020. 



86 

 

 

 

1) Pinjaman jangka waktu 25 minggu, dengan plafond Rp 2.000.000,- 

maka angsurannya sebesar Rp 90.000,- per minggu; 

2) Pinjaman jangka waktu 50 minggu, dengan plafond Rp 2.000.000,- 

maka angsurannya sebesar Rp 50.000,- per minggu.
155

 

3) Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Salem 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Salem 

 

 

 

 

 

l[ 

 

PNM Mekaar cabang Salem memiliki 11 pegawai yang terdiri dari 

Kepala Cabang, dua orang SAO, satu orang FAO, dan 7 orang AO. 

 

B. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes 

Praktik peminjaman modal/kredit yang dilakukan di PNM Mekaar 

cabang Salem sudah berlangsung selama 30 bulan atau 2,5 tahun, yaitu sejak 

tahun 2018 sampai sekarang.
156

 PNM Mekaar cabang Salem kini sudah 
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memiliki kurang lebih 2.555 nasabah yang terbagi menjadi 161 kelompok. 

Masing-masing kelompok memiliki ketua kelompok sebagai perwakilan. 

Kredit yang diberikan oleh PNM Mekaar hanya diperuntukan kepada 

nasabah perempuan seperti ibu rumah tangga maupun wiraswasta yang 

membutuhkan modal untuk usaha atau membuka usaha baru, dengan 

ketentuan berumur 18-63 tahun dan sudah menikah. Untuk perempuan yang 

belum menikah tetapi sudah sudah berumur lebih dari 18 tahun boleh menjadi 

nasabah dengan ketentuan perempuan tersebut merupakan tulang punggung 

keluarga. Program ini tidak diberlakukan untuk PNS karena dikhususkan 

untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dana untuk modal 

usaha. 

Selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah 

Mekaaar, dan syarat utamanya nasabah harus dari golongan perekonomian 

menengah ke bawah yang tidak boleh memiliki tabungan lebih dari Rp 

800.000,- perbulan. Persyaratan lainnya untuk menjadi nasabah Mekaar yaitu 

fotocopy KTP/Resi/Surat Keterangan Domisili dari RT, fotocopy Kartu 

Keluarga, dan fotocopy KTP suami jika sudah menikah atau kepala 

keluarga/anggota keluarga lainnya sebagai saksi karena pembiayaan ini tidak 

menggunakan jaminan/agunan.
157

  

Prosedur peminjaman modal atau pemberian kredit PNM Mekaar 

Cabang Salem yaitu sebagai berikut: 

1. Sosialisasi (untuk kelompok dan nasabah baru) 
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Proses sosialisasi merupakah tahap yang pertama, dalam kegiatan 

ini dilakukan pula penentuan target yang sangat berperan penting untuk 

mengidentifikasi perempuan yang memenuhi ketentuan dan syarat sebagai 

target pembiayaan Mekaar. Perempuan tersebut harus benar-benar 

dipastikan dari keluarga pra-sejahtera dan wilayah yang ditempati 

memiliki angka keluarga pra-sejahtera/ miskin yang tinggi. 

Sosialisasi Mekaar dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebagai 

berikut:
158

 

a. Sosialisasi di tingkat aparat pemerintah setempat, seperti kabupaten, 

kecamatan, kelurahan/ kepala desa/ kepala dusun, RT/RW serta tokoh 

masyarakat; 

b. Sosialisasi di tingkat nasabah, sosialisasi yang dilakukan terhadap calon 

nasabah dengan cara sebagai berikut: 

1) Melakukan aktivitas keliling di wilayah yang menjadi tempat target 

potensial nasabah berada, yaitu dengan cara sosialisasi ke rumah-

rumah atau menawarkan kepada calon nasabah yang bertemu 

dijalan; 

2) Melakukan kegiatan sosialisasi kepada nasabah potensial dalam 

bentuk kelompok, dengan mememinta referral (rujukan) yaitu 

meminta nasabah untuk menawarkan/mengajak saudara, keluarga, 

atau tetangga yang berminat untuk berbagung menjadi anggota baru. 
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Jika calon nasabah sudah berminat, kemudian pegawai menawarkan 

produk pembiayaan Mekaar.  

2. Uji Kelayakan (UK) atau survey 

Uji kelayakan adalah kegiatan untuk melihat kondisi ekonomi 

sosial salon nasabah, diantaranya meliputi: 

a. Kondisi rumah dan tingkat pendapatan; 

b. Informasi diperoleh melalui kunjungan ke tempat calon nasabah dan 

wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk menentukan 

skor akhir; 

c. Wawancara dilakukan oleh Kepala Cabang di rumah calon nasabah, 

yang sebaiknya dihadiri oleh pasangan calon nasabah bagi yang sudah 

menikah, atau kepala keluarga agar diperoleh data yang lebih akurat 

guna menghindari wawancara ulang yang dapat membuang-buang 

waktu.
159

 

3. Verifikasi 

Verifikasi dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO (Senior Acount 

Officer) sebagai wakil ketua cabang.  Tujuannya untuk mengecek dan 

memastikan data nasabah secara riil di lapangan dengan membawa data 

nasabah yang sudah dilakukan proses UK oleh petugas, kemudian 

divalidasi oleh Kepala Cabang atau SAO.
160

 

4. Persiapan Pembiayaan (PP) 
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Persiapan pembiayaan merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh 

setiap calon nasabah Mekaar yang sudah dinyatakan lulus tahap uji 

kelayakan (UK). Tujuan dilakukan PP untuk mendisiplinkan kegiatan 

kredit dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti dengan prosedur 

dan aturan yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Hal yang perlu 

dijelaskan oleh Account Officer (AO) sebagai petugas Mekaar dalam 

kegiatan PP antara lain: 

a. Peraturan pembiayaan Mekaar; 

b. Tatacara dan persyaratan pengajuan modal usaha; 

c. Tujuan pembentukan kelompok dan sub kelompok; 

d. Hak dan kewajiban calon nasabah; 

e. Tatacara Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).  

PP untuk nasabah baru yang akan masuk sub kelompok yaitu 

biasanya dua hari, PP I di hari pertama akan di dampingi oleh AO dan PP 

II hari kedua dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO. Sedangkan untuk 

kelompok baru tiga hari, PP I dan PP II didampingi AO kemudian PP III 

didampingi oleh Kepala Cabang atau SAO.
161

 

5. Pengajuan dana pencairan kepada Financial Administration Officer (FAO) 

Kelengkapan data nasabah yang sudah lulus uji kelayakan akan di 

proses oleh petugas AO untuk dilakukan pengajuan pencairan kepada FAO 

dengan waku yang telah ditentukan pada saat proses PP. Pengajuan 
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pencairan ke bagian administrasi diberikan selambat-lambatnya empat hari 

sebelum pencairan.
162

 

6. Persetujuan Nasabah 

Persetujuan nasabah dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO 

setelah proses UK, verifikasi, PP, dan pengajuan dana pencairan ke bagian 

administrasi sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan 

persetujuan nasabah atau pengesahan adalah untuk memastikan kembali 

kelengkapan data calon nasabah dan  proses/kegiatan yang sudah 

dilakukan oleh AO. 

7. Pencairan pembiayaan 

Pencairan pembiayaan adalah penyerahan dana pencairan kepada 

nasabah. Pencairan bisa dilakukan oleh Kepala Cabang, SAO atau FAO. 

Saat proses pencairan, seluruh anggota/nasabah dalam satu kelompok 

harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan 

digunakan utuk modal usaha, siap bertanggungjawab, dan siap tanggung 

renteng. Apabila tidak bisa hadir karena sakit atau alasan yang bisa 

diterima, sesuai dengan kebijakan Mekaar maka akan ditunda selama 

seminggu.
163

 

Penarikan angsuran dilakukan seminggu sekali sesuai jadwal harian 

dengan nominal masing-masing nasabah yang telah ditentukan. Angsuran 

tersebut berlangsung selama jangka waktu 25 minggu atau 50 minggu. Setiap 
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anggota harus hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan 

(PKM). Jika ada salah satu anggota tidak hadir dan tidak membayar, maka 

anggota lain dalam kelompok tersebut berkewajiban untuk 

menalangi/membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut. Dan dalam 

pertemuan minggu selanjutnya, anggota yang tidak hadir harus membayar 

hutang kepada anggota lain yang menalangi.  

Sistem ini dilakukan dengan maksud untuk memperlancar angsuran, 

karena sudah menjadi kesepakatan dan aturan yang diberlakukan PNM 

Mekara Cabang Salem. Dimana angsuran yang dilkukan setiap minggu oleh 

masing-masing kelompok tidak bisa kurang jumlah setorannya.
164

  

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Salem adalah petani, sehingga 

banyak yang meminjam modal di PNM Mekaar selain digunakan untuk 

modal usaha juga digunakan untuk biaya bertani/berkebun, namun tidak 

sedikit pula nasabah yang tidak menggunakan dana tersebut seperti 

semestinya melainkan menggunakan dana itu untuk membiayai kebutuhan 

lainnya, seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga sehari-hari, 

biaya sekolah, atau menutup hutang dari pihak lain.  

Berikut hasil wawancara dengan pegawai PNM Mekaar mengenai 

praktik pembiayaan mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes: 

1. Dedes Eka Ningtias selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Salem 

mengungkapkan bahwa pembiayaan Mekaar diperuntukan bagi 

masyarakat menengah kebawah saja. Pembiayaan tersebut berfungsi untuk 
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menolong masyarakat khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan 

modal untuk usahanya atau bagi perempuan yang ingin memulai usaha. 

Alasan masyarakat mau melakukan pembiayaan di PNM Mekaar 

kebanyakan memang untuk modal usaha, tapi ada yang meninjam modal 

tersebut karena mereka terlilit hutang, untuk membayar biaya sekolah, atau 

malah menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu ada 

nasabah yang tidak mau melanjutkan membayar angsuran dengan alasan 

kebanyakan hutang, merasa teraniaya karena menganggap riba.
165

 

2. Neris selaku AO (Account Officer) PNM Mekaar Cabang Salem 

mengungkapkan bahwa sistem tanggung renteng ini dilakukan guna 

memperlancar angsuran yang dilakukan nasabah. Tugas utama sebagai AO 

adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya dan melakukan pertemuan 

kelompok mingguan (PKM) setiap hari kecuali hari libur, kemudian uang 

pembiayaan dari nasabah disetorkan kepada FAO. Seain itu AO juga 

bertugas melakukan semua proses atau prosedur pembiayaan mekaar mulai 

dari survey sampai pencairan.
166

 

Kemudian selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa nasabah 

PNM Mekaar Cabang Salem yaitu sebagai berikut: 

1. Ibu Surtinah ketua kelompok/debitur di PNM Mekaar berusia 43 tahun, 

bekerja sebagai ibu rumah tangga dan penjual bambu. Ibu Surtinah 

mengatakan bahwa alasan mengapa beliau lebih memilih meminjam modal 
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di PNM Mekaar daripada di LKS karena persyaratannya mudah dan 

prosesnya lebih cepat. Beliau juga mengatakan bahwa niat awal meminjam 

modal tersebut adalah untuk modal bertani atau berkebun karena untuk 

berjualan bambu sekarang sudah jarang yang berminat, namun karena 

untuk kebutuhan rumah tangga juga kurang terpenuhi sehingga dana 

tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk modal bertani atau berkebun. 

Menurut beliau semua anggotanya setuju dan tidak ada yang keberatan 

dengan sistem yang diberlakukan oleh PNM Mekaar.
167

  

2. Ibu Erni berusia 25 tahun salah satu anggota dari kelompok/debitur di 

PNM Mekaar, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ibu erni mengatakan 

bahwa alasan beliau memilih kredit PNM Mekaar dari pada LKS karena 

resep (suka) dengan sistemnya dan tertarik karena banyak tetangga yang 

meminjam di PNM Mekaar. Dana tersebut beliau gunakan untuk biaya 

sekolah anaknya yang baru masuk TK, untuk modal usaha jualan pecel 

keliling dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Beliau mengatakan 

bahwa semua anggota setuju dengan sistem yang diberlakukan PNM 

Mekaar.
168

  

3. Ibu Dedeh Widiyastuti ketua kelompok/debitur di PNM Mekaar berusia 35 

tahun, bekerja sebagai wiraswasta. Beliau mengatakan bahwa alasan 

memilih kredit di PNM Mekaar karena angsurannya lebih ringan daripada 

di Bank. Ketika penulis bertanya kenapa tidak memilih meminjam di LKS 
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beliau menjawab karena dalam praktiknya sama saja yang membedakan 

hanya bunga dan bagi hasil, sedangkan biasanya uang yang dikembalikan 

jumlahnya tidak beda jauh antara yang konvensional dan syariah. Beliau 

mengatakan bahwa semua anggota setuju dan tidak ada yang merasa 

keberatan dengan sistem tanggung renteng yang diberlakukan PNM 

Mekaar.
169

 

4. Ibu Turiyah salah satu anggota dari kelompok/debitur di PNM Mekaar 

berusia 49 tahun, bekerja sebagai petani. Beliau mengatakan bahwa alasan 

memilih meminjam di PNM Mekaar karena diajak tetangga untuk 

melengkapi kelompok. Ibu Turiyah menggunakan dana tersebut untuk 

memulai usahanya jualan cilok di TK dekat rumahnya, selain itu 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan 

anak-anaknya yang masih sekolah. Beliau mengatakan bahwa semua 

anggota yang menjadi nasabah PNM Mekaar setuju dengan sistem yang 

diberlakukan dan tidak ada keterpaksaan saat diajak oleh tetangganya 

untuk bergabung menjadi anggota kelompok tersebut.
170

 

5. Ibu Caris berusia 54 tahun sebagai ketua kelompok/debitur di PNM 

Mekaar, bekerja sebagai ibu rumah tangga dan penjual kerupuk. Beliau 

mengatakan bahwa alasan memilih meminjam di PNM Mekaar daripada di 

LKS karena prosesnya cepat dan butuh untuk modal usaha. Dana tersebut 

selain digunakan untuk modal usaha juga untuk memenuhi kebutuhan 
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hidup dan tambahan biaya pendidikan anak-anaknya. Ibu Caris 

mengatakan bahwa semua anggotanya setuju dengan sistem yang 

diberlakukan oleh PNM Mekaar dan tidak merasa dirugikan dengan bunga 

yang diberlakukan tersebut.
171

   

 

C. Analisis Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta objektif menegaskan 

bahwa Islam melarang setiap pembuangan uang. Hal ini tidak berarti bahwa 

Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian 

modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.
172

 Setiap 

transaksi atau pembentukan akad harus disertai adanya rukun dan syarat di 

dalamnya, karena kedua unsur tersebut merupakan hal paling penting dalam 

sebuah akad.  

Akad al-qard} atau utang piutang dalam ekonomi syariah akan sah jika 

dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi (ahliyah dan wilayah), 

karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu harus dilakukan 

dengan adanya ijab qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan 

kepada orang lain. Akad qard} dimaksudkan hanya untuk membantu dan 

memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan. 

Seperti halnya praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Cabang 

Salem ini, dimana setiap transaksi yang dilakukan PNM Mekaar harus 
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disertai ijab dan qabul yang merupakan hal terpenting dalam sebuah akad atau 

perjanjian. Karena pada dasarnya makna akad berarti kesepakatan antara dua 

kehendak atau lebih. Dalam pembiayaan mekaar sendiri untuk perjanjian atau 

kesepakatan dilakukan secara tertulis disertai materai. 

Setelah penulis melakukan observasi di lapangan, praktik peminjaman 

modal dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarakat di 

Kecamatan Salem sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

diberlakukan oleh PNM Mekaar. Mayoritas masyarakat setuju dan sepakat 

dengan sistem tanggung renteng tersebut karena dapat memepererat 

silaturahmi dan solidaritas. Nasabah juga tidak merasa keberatan jika harus 

memberikan talangan untuk salah satu anggota kelompok yang tidak bisa 

hadir dalam PKM. Namun apabila dalam kelompok ada lebih dari satu 

anggota yang tidak hadir dan tidak membayar, anggota lainnya sering tidak 

mau memberikan talangan karena memberatkan, maka pihak PNM Mekaar 

tidak akan memaksakan, dan akan menagihnya lagi pada pertemuan 

selanjutnya. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yaitu 

pegawai dan nasabah PNM Mekaar di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, 

bahwa mayoritas masyarakat/nasabah melakukan pembiayaan mekaar untuk 

modal usaha, namun ada juga yang menggunakan dana tersebut untuk 

membayar biaya sekolah anaknya atau malah untuk membeli keperluan 

pokok seperti sembako dan sebagainya. Awalnya mereka melakukan 

pembiaan untuk memulai usaha, namun dananya tidak digunakan untuk usaha 
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yang disebutkan dalam formulir permohonan kredit melainkan untuk 

keperluan yang lain.  

Pihak PNM Mekaar tidak terlalu mempermasalahkan karena mereka 

merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan karena mereka 

mempunyai target setiap periodenya sehingga membiarkan nasabah 

menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan selagi nasabah itu membayar 

angsuran dengan rajin. Sebab dana yang sudah diberikan kepada nasabah 

pada saat pencairan dana dilakukan adalah sepenuhnya menjadi milik 

nasabah, sehingga nasabah bebas menggunakan dana tersebut untuk apapun 

sesuai kehendak nasabah.  

Syarat sahnya al-qard} adalah orang yang memberi pinjaman benar-

benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang 

dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya baik yang bisa 

ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah 

terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat 

(imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu 

terjadi maka akan menjadi riba.
173

 

Sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan 

mengenai praktik pembiayaan kredit di PNM Mekaar Cabang Salem, maka 

berikut ini hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat kredit dalam 

pembiayaan mekaar: 
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1. ‘Aqidain merupakan dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu muqrid} 

(pemberi utang) dan muqtarid} (pengutang). Dalam pembiayaan mekaar 

muqrid} sebagai pemilik modal yaitu PNM Mekaar berupa lembaga 

keuangan yang memberikan utang. Sedangkan muqtarid} adalah nasabah 

PNM Mekaar Cabang Salem atau masyarakat di Kecamatan Salem 

Kabupaten Brebes. Adapun syarat-syarat bagi pengutang sesuai dengan 

akad qard} adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat 

membedakan baik dan buruk). Dan syarat bagi calon nasabah mekaar 

sudah terpenuhi yaitu sudah mencapai baligh atau dewasa dan berakal 

sehat; 

2. S}ighat atau serah terima (ijab qobul), serah terima biasanya dilaksanakan 

pada saat pencairan dana oleh kedua belah pihak seperti yang diungkapkan 

oleh Dedes selaku Ketua Cabang PNM Mekaar saat memberikan uang 

pencairan dana kepada nasabah “Saya serahkan uang pencairan dananya 

untuk modal usaha ibu, silahkan dihitung kembali uangnya bu”. Kemudian 

dijawab oleh nasabah “Iya saya terima uangnya mba, sudah saya hitung 

uangnya pas. Terima kasih Mba Dedes” dengan disaksikan seluruh 

anggota kelompok;
174

 

3. Harta yang diutangkan, berikut syarat harta yang dapat diutangkan: 

a) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau 

jumlahnya, dalam pembiayaan mekar jumlah pinjamannya sudah 
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ditentukan sedari awal yaitu Rp 2.000.000,- sebagai pinjaman siklus 

pertama; 

b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah 

menggunakan manfaat (jasa), dalam pinjaman kredit di PNM Mekaar 

hanya memberikan dana untuk modal usaha tidak memberika jasa tetapi 

terdapat bunga didalamnya sebesar 12.5% bagi angsuran dengan jangka 

waktu 25 minggu, dan 25% bagi angsuran jangka waktu 50 minggu; 

c) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan 

diketahui sifatnya. 

Melihat dari ketentuan rukun dan syarat yang sudah dijelaskan penulis 

diatas setelah melakukan penelitian langsung di lapangan, bahwa hampir 

semua syarat dan rukun pembiayaan kredit di PNM Mekaar Cabang Salem ini 

sudah terpenuhi, namun terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi dalam 

pembiayaan kredit di PNM Mekaar ini yaitu terdapat manfaat atau imbalan di 

dalam akad/perjanjian tersebut. Dalam KHES juga dijelaskan tentang 

ketentuan akad qard} pada Pasal 615: Nasabah dapat memberikan tambahan/ 

sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak 

diperjanjikan dalam transaksi.
175

  

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti 

peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Berarti utang wajib 

dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan 

melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Melebihkan bayaran dari 

                                                           
175

 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 



101 

 

 

 

sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan 

kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang 

membayar utang. 
176

 

Dalam penelitian ini penulis sepakat dengan ulama yang menyatakan 

bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Ibrahim Hosen (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia, pada tahun 80-an), dengan beberapa bentuk dasar pemikiran; 

pertama, dalam keadaan darurat bunga bank diperbolehkan. Kedua, yang 

dilarang itu hanya bunga yang berlipat ganda saja, sedangkan suku bunga 

yang “wajar” dan tidak menzalimi hukumnya dibolehkan. Ketiga, bank 

sebagai lembaga tidak termasuk dalam kategori mukallaf, berarti tidak 

termasuk ke dalam yang terkena kitab ayat-ayat dan hadits riba;
177

 

Kebolehan riba karena darurat juga pernah difatwakan oleh Mahmud 

Syaltut, yang menyatakan bahwa daru>rah dan ha>jah si penghutang itu telah 

menghilangkan dosa berurusan dengan riba karena dia berada dalam keadaan 

mendesak dan terpaksa sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-`An‟am ayat 

119: 

ًَ ...... كىضىدٍ فىصَّ  لى لىكيمٍ مىا نىرَّىـ هىلىيٍكيمٍ إًلاَّ مىا احٍطيررًٍ تُيٍ إلًىيٍ  

“... Padahal Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa 

yang diharamkan-Nya atas kamu kecuali apa yang kamu dalam 

keadaan terpaksa...”.
178
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Syaltut menekankan bahwa hutang yang diambil itu hendaklah untuk 

memenuhi keperluan dan kemaslahatan yang sebenarnya dan jumlahnya 

henaknya ekada memenuhi keperluan saja.
179

 

Disamping itu, ada pendapat yang memilih bahwa bunga dilihat 

kepada antara pinjaman konsumtif dan produktif. Seorang pakar dari Syria 

yaitu Duwalibi, berpendapat bahwa bunga pada pinjaman produktif adalah 

halal sedangkan bunga pada pinjaman konsumtif adalah diharamkan. 

Pendapat ini didasarkan dengan pandangan bahwa ayat-ayat al-Qur‟an 

tentang riba ini turun dalam konteks membebaskan penderitaan kaum miskin, 

melarat, dan kumpulan masyarakat lemah, serta mereka yang terjerat dengan 

hutang dan tidak sanggup membayarnya. Maka haram itu hanya terbatas 

kepada pinjaman konsumtif.  

Riba (bunga) pada kelazimannya saat diturunkan ayat riba, menurut  

pandangan sebagian para ahli ialah untuk pinjaman konsumtif dan 

kadarnyapun terlalu tinggi. Di samping itu, riba yang diharamkan 

memberikan pengertian penindasan dan merupakan ‘illah bagi pengharaman 

tersebut. Penindasan ini ternyata terjadi juga pada pinjaman berbentuk 

konsumtif, karena orang yang berhutang terdesak untuk memenuhi keperluan 

hariannya, dan saat itu si pemiutang pun mengambil kesempatan mengenakan 

kadar bunga yang tinggi. Ciri inilah yang dikenal dengan riba. Berbeda 

dengan kasus pinjaman produktif di mana si penghutang mendapat manfaat 
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yang lebih besar dari investasi uang pinjaman tersebut. Oleh karena itu 

pinjaman produktif saat ini tidak termasuk kepada riba yang diharamkan.
180

  

Dalam penelitian ini, PNM Mekaar merupakan lembaga keuangan 

yang menawarkan pinjaman produktif, yaitu peminjaman yang digunakan 

untuk modal usaha atau berbisnis guna meningkatkan pendapatan usahanya. 

Meskipun masyarakat ada yang menggunakan dana atau modal tersebut untuk 

kebutuhan konsumtif, namu pada dasarnya peminjaman itu adalah pinjaman 

produktif yang diberikan oleh PNM Mekaar. Sehingga disini peneliti setuju 

dengan pendapat ulama yang membolehkan presentase bunga pada 

peminjaman modal di PNM Mekaar.  

Dikuatkan lagi sebagaimana kitab fathul qarib yang menjelakan 

bahwa riba ialah akad yang terjadi dalam penukaran barang-barang tertentu, 

majhul (tidak diketahui) sama atau tidaknya menurut syara‟, atau terlambat 

menerimanya. Riba hukumnya haram, dan hanya terdapat pada emas, perak 

dan makanan.
181

 Dalam penelitian ini modal yang diberika PNM Mekaar 

berupa uang tidak dapat disamakan dengan emas, perak maupun makanan. 

Pinjaman modal dari pemiliknya kepada seorang pekerja merupakan 

amanat yang wajib dipelihara, bukan sebagai beban yang memberatkan.
182

 

Maka menurut penulis, presentas bunga yang ditetapkan PNM Mekaar itu jika 

disetujui oleh nasabah dan tidak memberatkan bisa menjadi halal karena 

nasabah ikhlas memberikan bunga tersebut. Sehingga penulis menyatakan 

                                                           
180

 Syukri Iska, Sistem Perbankan, hlm. 245. 
181

 Syekh Syamsudin abu Abdillah, Terjemah Fathul Qarib (Surabaya: CM Grafika, 

2010), hlm. 167. 
182

 Syekh Syamsudin abu Abdillah, Terjemah Fathul, hlm. 206. 



104 

 

 

 

bahwa peminjaman modal di PNM Mekaar sudah sesuai dengan akad qard{ 

dalam pandangan Islam dan hukumnya dibolehkan menurut hukum ekonomi 

syariah. 

Selain itu, terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dalam sistem 

tanggung renteng yang dilakukan pada program PNM Mekaar Kecamatan 

Salem Kabupaten Brebes, diantaranya: 

1. Menanamkan sikap gotong royong dan kekeluargaan; 

2. Adanya sikap tolong-menolong dan mau membantu ketika mendapat 

kesulitan; 

3. Menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab; 

4. Meningkatkan rasa percaya diri, keterbukaan dan keberanian 

mengemukakan pendapat. 

Nilai-nilai tersebut merupakan nilai hulur yang terkandung dalam 

interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana yang diamanatkan 

Allah SWT kepada hambanya melalui Rasul-Nya. Seperti dalam firman Allah 

Q.S. al-Maidah ayat 2  dan Q.S. al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut: 

ثًٍْ كىٱلٍعيدٍكىٰفًۚ  كىٱتػَّقيوا۟ ٱللَّّىۖ  إً  دًيدي ... كىتػىعىاكىنيوا۟ هىلىى ٱلٍبًٌِ كىٱلتػَّقٍوىلٰ ۖ كىلاى تػىعىاكىنيوا۟ هىلىى ٱلًٍْ ىَ فَّ ٱللَّّى 
 ٱلٍعًقىابً 

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepaa allah. Sesungguhnya allah 

amat besar siksanya”.
183

 

 كىاًفٍ كىافى ذيكٍهيسٍرىةو  
ۚ
تيمٍ تػىعٍلىميوفى يػٍرهلَّكيمٍۖ  إًفٍ كيفػٍ ضػيوٍا خى مىيٍسىرىةو فػىفىظًرىةه اًلَى  كىرىفٍ تىصىدَّ  
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“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 

tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
184
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan penulis mengenai 

praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten 

Brebes, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten 

Brebes menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai 

agunan/jaminan. Dalam praktiknya sama dengan akad qard{, namun 

terdapat skema bunga atau persentase bunga dalam perjanjian 

pengembalian pinjaman yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar.  

2. Pandagan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik 

peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, 

karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari 

peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif.  

 

B. Saran  

Berikut beberapa saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini 

yang mungkin perlu diulas kembali: 

1. Untuk pegawai PNM Mekaar Cabang Salem sebaiknya dalam mencari 

nasabah lebih selektif lagi agar amanat yang diberikan oleh pemerintah 

yaitu memberikan pinjaman dana/modal untuk masyarakat menengah ke 

bawah khususnya UMKM bagi perempuan prasejahtera bisa terealisasikan 
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dengan baik, sehingga masyarakat tidak menggunakan dana tersebut untuk 

keperluan konsumtif melainkan untuk modal usahanya saja. Dan ketika 

melakukan PKM, terutama saat memberikan pembinaan usaha sebaiknya 

memberikan pembinaan yang baik dan benar agar meyakinkan nasabah 

sehingga nasabah yang belum memiliki usaha dapat tertarik untuk 

melakukan usaha baru. 

2. Untuk nasabah atau masyarakat seharusnya lebih selektif dalam memilih 

lembaga keuangan, untuk menghindari terjadinya riba lebih baik memilih 

lembaga keuangan syariah karena sekarang sudah lumayan banyak 

lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Untuk nasabah PNM 

Mekaar Cabang Salem seharusnya menggunakan dana tersebut seperti 

semestinya, utamakan digunakan untuk modal usaha terlebih dahulu. Dan 

sebaiknya dalam memilih calon anggota untuk kelompoknya agar lebih 

selektif guna menghindari terjadinya kredit macet dalam pembayaran 

agsuran. 
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